
BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR ;I. TAHUN 3PJ5

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TORAJA,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola
Pemerintahan yang baik, profesional, dan akuntabel,
serta mewujudkal trluan organisasi secara efektif dan
efisien, perlu mengelola dan mengendalikan risiko
dalam pelaksaraan program dan kegiatan Pemerintah
Daerah;

b. bahwa untuk melalsanakan Pengelolaan Risiko dalam
rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukar pedoman

Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengenda-lian Intem Pemerintah, Kepala
Perangkat Daerah wajib melakukan Penilaian Risiko;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerinta}I Daerah; 

,..

Pasal l8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negaral
Republik lndonesia Tahun 1945; I
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa ka1i, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 ter.tal].g Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (L€mbaran Negara Repubtik
lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Menimbang

Mengingat 1
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3. Undan8-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentar.g
Kabupaten Tara Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 333, Tambahan L€mbaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor 7084);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 127,
Tambahan L€mbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4890);

5. Peraturar Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan darr Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelotaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Ta-hun 2019 Nomor 42, "talnba'l,alr
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor Per-1326lKlLB/2OO9 tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;

8. Peratural Kepala Badan Pengawasan Keualgan dan
Pembangunan Nomor Per-688/KlD4l2ol2 tentar.g
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan
Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana
Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturar Daerah Kabupaten Tana
Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dar Susunan Perangkat Daerah (L€mbaran Daerah
Kabupaten Tana Toraja Tahwtr 2Q22 Nomor 4) ;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGELOI.AAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerinta-h Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tarla Toraja.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekrctaris Daerai KabuPaten Tana Toraja.

5, Perangkat Daerah adala-h unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Ralg/at Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

6. Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Torqia yang selanjutnya disebut
lnspektorat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan apalat
pengawasan intem pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada
Bupati.

7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP

adalah sistem pengendalian intem yang diselenggarakan secara

menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja

yang bertanggungjawab melaksanakan Pengelolaan Risiko.
9. Unit Kepatuhan adalai unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan

Pengelolaan Risiko pada UPR pada perangkat daerah di tingkungan
Pemerintah Daerah.

10. Risiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang mengancam
pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah.

11. Pengelolaan Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur
untuk mengelola dalr mengendalikan risiko. Pengelolaan Risiko
merupakan proses identifikasi, penilaian, dan respon terhadap risiko dan
mengomunikasikan outcome kepad.a pihak-pihak yang berkepentingan
pada saat yang tepat.

12. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, siapa, di mana, kapan,
mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat
berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.

13. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah
teridentifikasi dalam rangka mengestimasi besamya kemungkinan dan /
dampalmya untuk menetapkan level atau status risikonya. f

14. Daftar Risiko adatah dokumen yang berisi risiko-risiko yang dihasilkarl
dari kegiatan identifikasi risiko.
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15. Selera Risiko adalah tingkat dan jenis Risiko yang masih dapat diterima
oleh organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya.

16. Mitigasi Risiko adalah tindakan pengendalian yang diambil untuk
mencegah te{adinya suatu Risiko atau meminimalkal dampak negatif
Risiko apabila tefadi.

17. Toleransi Risiko adalah batas pengambilan risiko yang dapat diterima dari
variasi relatif pada pencapaian tqjuan dalam tingkat toleransi yang
diperkenankan dalam konteks organisasi secara keseluruhan.

18, Risiko yang Dapat Diterima adatah keputusan sadar untuk membiarkan
risiko tetap ada tanpa mitigasi langsung, dengan pertimbangan bahwa
biaya mitigasi lebih besar dari potensi kerugian risiko itu sendiri.

19. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian
yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.

20. Kode Risiko adalah sistem klasifikasi atau deskripsi Risiko yang

digunakan untuk tujuan konsistensi dan keseragaman dalam
penanganan Risiko. Kode ini membantu datam mengidentifikasi, menilai,
dan mengelola berbagai jenis Risiko yang mungkin timbul dalam suatu
organisasi atau al<tivitas,

21. Rencana Tindak Pengenda.lian yang selanjutnya disingkat RTP adalah
uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh

Perangkat Daerah.
22. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang

dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan
standar audit, untuk menilai kebenaral, kecermatarr, kredibilitas,
efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaar tugas dan
fungsi instansi pemerintah.

23. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
24. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
25. Evaluasi ada.lah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu

kegiatan dengan standarJ rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan
menentukan faktor-faktor yang memengamhi keberhasilan atau
kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. (\

26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnyal
disingkat dengan RPJMD adatah dokumen Perencanaan daerah untukl
periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilartik sampai dengan

berakhimya masa jabatan Kepala Daerah.
27. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. I

28. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang /
selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebtjakan/
bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

t
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29. Prioritas dal Plalon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah prograin prioritas dan batas maksimal anggarajr yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyrrsunan rencana kerja dan alggaran satuan keda perangkat
daerah.

30. Rencana Ke{a dan Anggarar Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, dan rencana belanja
program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan
sebagai dasar pen,,usunan APBD.

31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah
untuk melaksanakan Pengelolaan Risiko.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan atas
Pengelolaan Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan
Pemerintah Daerah.

(1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pengelolaan fusiko.
(2) Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas

tqjuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah,
darr tqjuan pada tingkatan kegiatannya.

(3) Pengelolaan Risiko dilakukan melalui:
a. pengembangan budaya sadar Risiko;
b. pembentukan tim struktur Pengelolaal Risiko; dan
c. penyelenggaraan proses Pengelolaan Risiko.

(4) Pengelolaan Risiko sebagaimana dima-ksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4

(1) Pengembargan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan prinsip organisasi Pemerintah
Daerah.

t

l.

BAB III
PENGEiOLAAN RISIKO

Bagial Kesatu
Umum
Pasal 3
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(2) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui:
a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh

tingkata-n organisasi di setiap Perangkat Daerah;

b. internalisasi Pengelolaan Risiko datam setiap proses pengambilan

keputusan di seluruh tingkatan unit kerja; dan
c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung

penciptaan budaya Risiko.
(3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), berupa:
a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya Pengelolaan Risiko;

c. penghargaan terhadap Pengelolaan Risiko yang baik; dan

d. pengintegrasian Pengelolaan Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Ketiga
Pembentukan Tim Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 5

(1) Dalam mela-kukan Pengelolaan Risiko dibentuk tim struktur Pengelolaan

Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, yang terdiri
atas:
a. Bupati selaku penanggungjawab Pengelolaan Risiko;
b. Sekretaris Daerah selaku koordinator penyelenggaraan Pengelolaan

Risiko Pemerintah Daerah;
c. UPR:
d. komite Pengelolaan Risiko;
e. Asisten Sekretaris Daerah selaku unit kepatuhan; dan
f. Inspektur Daerah selaku penanggungjawab pengawasan.

(2) Tim struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 1

Penanggungjawab Pengelolaan Risiko
Pasal 6

(1) Bupati selaku Penanggung jawab Pengelolaan Risiko sebagaimana
dimaksud dalam Pasa.l 5 ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah
kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

(2) Bupati bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses Penilaian Risiko
pada Pemerintah Daerah.

(3) Dalam menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko dal proses
Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati
dibantu oleh Perangkat Daerah terkait.

i
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Paragraf 2
Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko

Pasal 7

Sekretaris Daerah selaku koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b
berwenang:
a. mengoordinasikan Pengelolaan Risiko di Daerah;
b. menl"usun jadwal/agenda Penitaian Risiko;
c. memfasilitasi proses Penilaian Risiko; dan
d. melaksanakan kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

Paragraf 3

UPR
Pasal 8

(1) UPR sebagaimara dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah Bupati
dan seluruh Kepala Perangkat Daerah/unit ketja yang bertanggung jawab
dalam melakukan Pengelolaan Risiko lingkup kerjanya.

(2) UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. UPR tingkat Pemerintah Daerah;
b. UPR tingkat eselon II; dan
c. UPR tingkat eselon III dan eselon [V.

Pasal 9

(1) Struktur UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri
atas:
a. Bupati selaku ketua;
b. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan

bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan selaku koordinator
teknis merangkap anggota; dan

c. seluruh Kepala Perangkat Daerah sebagai angSota.
(2) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat

(2) huruf a memiliki tugas:
a. menJrusun strategi Pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
b. menlrusun rencana kerja Pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah

Daerah;
c. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tqjuan

dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil

identiflkasi dar analisis Risiko; dan
e. menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.

(3) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
ditetapkan dengan keputusan Bupati.

q
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Pasal 10

(1) Struktur UPR tingkat eselon II sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat
(2) huruf b terdiri atas:
a. Sekretaris Daerah selaku ketua;
b. Sekrctaris Perangkat Daerah/kepala bagian/bidang yang menangari

perencanaan selaku koordinator teknis merangkap anggota; dan
c. seluruh kepata bagian/bidang/inspektur pembantu pada perangkat

Daerah yarlg bersargkutan selaku anggota.
(2) UPR tingkat eselon I[ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:

a. menJrusun strategi Pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada
setiap Perangkat Daerah;

b. men5rusun rencana kerja Pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II
pada setiap Perangkat Daerah;

c. melakukan identifikasi dar Ana_lisis Risiko terhadap pencapaian tujuan
dan sasaran strategis Perangkat Daerah;

d. melakukan kegiatan penanganan dar pemartauan Risiko hasil
identifikasi dan Analisis Risiko; dan

e. menatausallakan proses Pengelolaan Risiko.
(3) UPR tingkat eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengar keputusan Bupati.

Pasal 11

(1) UPR tingkat eselon III dan eselon IV sebagaimana dimaksud datam Pasal 8
ayat (3) huruf c terdiri atas:
a. kepala bagian/bidang sebagai ketua;
b. kepala sub bagian/sub bidang/ seksi/ staf yang ditunjuk untuk

menangani perencemaan kegiatan pada Perangkat Daerah/unit kerja
sebagai koordinator teknis merangkap anggota; darl

c. seluruh kepala sub bagian/sub bidang/seksi pada bagian/bidang
Perangkat Daerah/unit keqa yang bersangkutan sebagai anggota.

(2) UPR tingkat eselon III dan eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c memiliki tugas:
a. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan

dan sasaran kegiatan;
b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil

identifikasi dan Analisis Risiko; dan
c. menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.

(3) UPR tingkat eselon lll dan eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Komite Pengelolaan Risiko

Pasal 12

(1) Dalam rangka mendukung Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, Bupa
membentuk komite Pengelolaan zusiko.

\
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{2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri
atas:
a. Bupati sebagai Ketua;
b, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjarg

perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan
sebagai koordinator merangkap anggota; dan

c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.
(3) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimatsud pada ayat (2)

mempunyai tugas:
a. ketua, sebagai berikut:

1. menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Risiko pemerintah
Daera}l;

2. menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko pemerintah
Daerah, meliputi kategori Risiko, kriteria Risiko, matriks Anatisis
Risiko, level Risiko, dan Selera Risiko;

3. menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak
Pengendalian tingkat Pemerintah Daerah; dan

4. menetapkan kebijakaa pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko
Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi,
dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

b. koordinator, sebagai berikut:
1. menJrusun konsep petunjuk pelaksalaal Pengelolaan Risiko

Pemerintah Daerah;
2. menlrusun konsep kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko

Pemerintah Daerah meliputi kategori Risiko, kriteria Risiko, matriks
Analisis Risiko, level Risiko, dan Selera Risiko;

3. mengoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko
Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi,
dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
dan

4. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan
Pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

c. anggota, sebagai berikut:
1. membantu ketua dalam men]rusun petunjuk pelaksanaan

Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
2. membantu ketua dalam menlrusun kebijakan penerapan

Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah meliputi kategori Risiko,
kriteria Risiko, matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera
Risiko; darl

3. melaksanakan kebijakal pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko

)

Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, /
dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daeruh. I

(4) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkari
dengan keputusan Bupati.

L
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Paragraf 5
Unit Kepatuhan

Pasal 13

(1) Unit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e

bertanggung jawab memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko yarlg telah
ditetapkan disetiap Pcrangkat Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, unit kepatuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l), mempunyai tugas:
a. mem€Lntau Penilaian Risiko darr RTP;
b. memantau pelaksanaan RTP;
c. memantau tindak lanjut hasil audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi

Pengelolaan Risiko; dan
d. membuat laporan triwulalan dan tahunan kegiatan pemantauan

Pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, unit kepatuhan dapat membentuk tim
teknis yang beranggotakan kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah
yang berada dibawah koordinasinya dengan keputusan Bupati.

Paragraf 6
Penanggung jawab Pengawasan

Pasal 14

(1) Inspektur Daerah sebagaimana dimatsud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f
bertanggung jawab melaksanakan pengawasan dan konsultasi terkait
penerapan Pengelolaan Risiko.

(2) Dalam melaksanakan targgung jawabnya, Penanggung jawab pengawasan,
melakukan kegiatan antara lain:
a. memberikan layaran konsultasi penerapar Pengelolaan Risiko;
b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas Pengelolaan

Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
dan

c. melaksanakan kegiatan audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi
terhadap rancang bangun serta implementasi Pengelolaan Risiko secara

Bagian Keempat
Penyelenggaraal Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 15

(1) Proses Pengelolaan Risiko meliputi:
a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
b. penilaian Risiko;
c. kegiatan pengendalian;
d. informasi dan komunikasi; dan
e. pemartauan.

keseluruhan.
(3) Inspektur Daerah dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada/

ayat (2) dibantu oleh Inspektur Pembantu atau sebutan lainnya. t

\
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(2) Proses Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan
dalam suatu siklus berkelanjutan, dan dilakukan dengan menggunakan
formulir Pengelolaan Risiko pada Perangkat Daerah sebagaimana
tercantum dalam l,ampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode

penerapan setama 1 (satu) tahun.
(4) Proses Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara
keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengart
proses bisnis organisasi.

Paragraf 1

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian
Pasal 16

(1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, diperlukan untuk menentukan rencana
penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan

budaya Risiko dan Pengelolaan Risiko.
(2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat

Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan
dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian.

Paragraf 2
Penilaian Risiko

Pasal 17

(1) Penilaian Risiko sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 15 ayat (l) huruf b'

dimaksudkan untuk mengidentihkasi Risiko yang dapat menghambat

pencapaian tqjuan Instansi Pemerintah dan merumuskan kegiatan

pengenda.lia! Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko'

(2) Penitaian Risiko dilakukan atas:

a. tujuan strategis Pemerintah Daerah:
b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
c. tujuan operasional kegiatan Perangkat Daerah.

(3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksarrakan bersamaan dengan proses

pen)rusunan RPJMD atau segera setelah ditetapkannya RPJMD'

(4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimara

dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaar dengan proses

penlrusunan Renstra Perangkat Daerah atau segera setelah ditetaPkannya

Renstra Perangkat Daerah.
(5) Penitaian Risiko atas tujuan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersarnaan dengan proses

penlusunan RKA-SKPD atau segera setelah diselesaikannya RKA-SKPD'

(6) Proses Penilaian Risiko meliputi:
a. penetapan konteks/ tujuan;
b. Identifikasi Risiko; dan
c. Analisis Risiko.

1

t
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Pasal 19

(1) Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a
bertujuan untuk menjabarkan tqiuarl instansi dan tujuan kegiatan sesuai
dengar rencana stategis dan rencana kinerja tahunar.

(2) Tujuan dalam Penilaian Risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu
a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
b. konteks strategis Perangkat Daerah; dan
c. konteks operasional kegiatal Perangkat Daerah.

(3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan
berdasarkan tujuar strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum
dalam dokumen RPJMD.

(4) Tujuan dalam konteks strategis Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan
tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum da-lam

dokumen Renstra Perangkat Daerah.
(5) Tujuan dalam konteks operasional kegiatan Perangkat Daerah ditetapkan

berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA-SKPD.

Pasal 2 1

(1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) hurul b
bertu-juan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat
pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan
strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan
tujuan operasional kegiatan Perangkat Daerah.

(2) TaIap pelaksanaan ldentifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat

\

Pasal 18

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud da.lam Pasal 17 ayat (6)

huruf a terdiri atas:
a. penetapan konteks/tujuan; dan
b. penetapan kriteria Penilaial Risiko.

Pasal 20

(1) Penetapan kriteria Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
huruf b bertujual memberikan pemahamal yang sama mengenai kriteria
penilaian dan analisis atas Risiko.

(2) Kriteria Penilaiart Risiko meliputi:
a. skala dampak Risiko;
b. skala kemungkinan terjadinya (probabilitfi zusiko; dan
c. skala tingkat Risiko (nilai Risiko).

t
(1) meliputi kegiatar:
a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaiarr tujuan,/

pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko, darr dampak Risiko., aan f
b. mendokumentasikan proses ldentifikasi Risiko dalam daftar Risiko.



Pasal22

(1) Kode risiko bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat
dalam penanganan risiko menggunakal deskripsi yang sama untuk risiko
yang sama, sehingga memudahkan komunikasi dan koordinasi.

(2) Kode Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan pada
berbagai jenis Risiko, meliputi:
a. Risiko penurunan reputasi organisasi:
b. sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif;
c. keuangan;
d, kecelakaan atau penyakit yang disebabkan oleh pekerjaal;
e. gangguan terhadap layanan organisasi; dan
L penurunan kinerja.

(3) Kode Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahka! dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 23

(1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf c
merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu Risiko dengan
mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.

(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu Risiko dapat
ditentukan tingkat Risikonya sebagai informasi untuk men].usun RTP.

(3) Tahap pelaksanaan Analisis Risiko meliputi kegiatan:
a. melakukal analisis darnpak dan kemungkinan Risiko;
b. memvalidasi Risiko;
c. melakukal evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
d. menyusun RTP.

Paragraf 3
Kegiatan Pengendalian

Pasd,24

(1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)

huruf c merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
(2) lmplementasi RTP meliputi kegiatan:

a. pembaagunan infrastruktur pengendalian berupa pen].usunan atau
penyempumaan kebijakan dan/atau prosedur sebagai tindak lanjut
dari RTP; dan

b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

\
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Paragraf 4
Informasi dart Komunikasi

Pasal 25

(1) Informasi dal komunikasi sebagaimala dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)
huruf d bertujuan untuk memastikan terdapat komunikasi internal dan
eksternal yang efektif dalam setiap tahapan Pengelolaan Risiko, sejak
penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses Penilaian Risiko,
dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

t
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(2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai sarana informasi dan

komunikasi yang efektif da.lam melatukan Pengelolaan Risiko'

Paragraf 5
Pemantauan

Pasal 26

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e

dilaksanakan untuk memastikan bahwa Pengelolaan Risiko telah
dilakukarl sesuai dengan ketentuan.

(2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara be{enjang mulai dari
Bupati, Kepala Perangkat Daerah (Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang
(Eselon Ill), Kepala Seksi/Kepala Sutr Bidang/Kepala Sub Bagian (Eselon

IV), sesuai dengal ruang lingkup dan kewenangannya.
(3) Pelaksanaan Pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh

Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
(4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh

Inspektorat Daerah selaku penanggung jawab pengawasan Pengelolaan
Risiko.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal27

(1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas Pengelolaan Risiko, Pemerintah
Daerah menyrrsun laporan Pengelolaan Risiko.

(2) Laporan Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. laporan pelaksanaan Penilaian Risiko oleh UPR;
b. laporan berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR;
c. laporan berkala kegiatan pembinaan Risiko oleh Komite Pengelolaan

Risiko; dan
d. laporar berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan.

(3) Laporan pelaksanaan Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pad. ay"t$
(2) huruf a disusun setelah dilakukan Penilaian Risiko yang terdiri atas {
Penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah, Penilaian Risiko strategis
Perangkat Daerah, dan Penilaian Risiko kegiatan Perangkat Daerah.

(4) l.aporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dibuat oteh UPR dan disampaikan
kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah darl unit
kepatuhan.

(5) Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen Penilaian Risiko atau
dokumen RTP.

(6) Laporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh UpR sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan dan tahunan yang
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah
dan unit kepatuhan.

t
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(7) Laporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b untuk tingkat Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh
UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2) huruf a, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan
tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR tingkat
eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.

(8) Laporan berkala kegiatan pembinaan Risiko oleh komite Pengelolaan Risiko
sebagaimala dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triu,.ulanan
dan tahunan yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusar kepada
Sekretaris Daerah.

(9) Laporan berkala Pemantauan Risiko oleh unit kepatuhan sebagaimara
dimaksud pada ayat (2) humf d dilakukan secara triwulanan dal tahunan
yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris
Daerah.

(10) Laporan Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat
sesuai dengan formulir pelaporal sebagaimana tercantum dalam Lampiran
IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggat diundangkan.

Agar setiap oralg mengetahuinya, memerintahkan pengundangar peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana
Toraja.

Ditetapkan di Makale

RAK TOMBEG

Diundangkan di Makate
J.. c oklobtic ao:s
DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

R o2oa5

adap

S S

DI LOLORUDHY

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025 NOMOR *:
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR *I TAHUN 1E45
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DI

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN zuSIKO
A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks Pengelolaar zusiko di Pemerintah Daerah dilakukan atas
tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis,- Perangkat
Daerah, dan tujuan pada tingkat operasional kegiatan Perangkat
Daerah.
1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan Risiko strategis Pemerintah Daeral bertujuan
mengendalikan Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis
Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD.
Pengelolaan Risiko strategis Pemerintah Daerah dilakukan oleh
Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku UPR di
bawah koordinasi Kepala Perangkat Daerah yang melaksalakan
fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian
dan pengembangan,

2. Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah
Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan
mengendalikan Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran Perangkat
Daerah yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
Eengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah oleh setiap Kepala
Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai UpR
Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon ltl dan IV.

3. Pengelolaan Risiko Operasional kegiatan Perangkat Daerah
Pengelolaan Risiko operasional kegiatan Perangkat Daerah

I. PENDAHULUAN
A. t atar Belakang

l. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intem Pemerintah, khususnya dalam Pasal 13 ayat
(1) yaitu Pimpinan lnstansi Pemerintah wajib melakukan Penilaian
Risiko.

2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan
Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan PenJrusunan Pedoman
Pen5rusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam
mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikal Risiko serta
memantau aktivitas Pengendalian Risiko dalam rangka mendukung
pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.
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bertujuan mengendalikan Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran
operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam
dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daeralt seperti:
a. Dokumen Perjanjian Kine{a;
b. Renja Perangkat Daerah.
Pengelolaan Risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat

Daerah dilakukan setiap Kepala Perangkat Daera-h bersama jajaran

manajemennya, dibantu sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR

Tingkat Eselon lll dan IV.
B. Penetapan Kriteria Penilaian fusiko

Penetapan kriteria Penilaian Risiko bertujuan memberikan
pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam

Pengelolaan Risiko di tingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria
penilaian dar analisis atas Risiko-Risiko yang tela-h diidentifikasi'
sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai selera Risiko dan

Risiko yang memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria
Penilaian Risiko terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu skala
kemungkinan terjadinya @robabilitg), skala dampak, skala tingkat
risiko. Penilaian Risiko menggunakan skoring dengan skala Liken
interval 1 sampai dengan 5, Selanjutnya dilakukan penetapan Selera

Risiko /Rrlsk Appetite). Kriteria Penilaian Risiko diuraikan sebagai

berikut:
1. Penetapan Skala Kemungkinan Teladinya (Pobabilityl Risiko

Penetapan skala kemungkinan tedadinya Risiko yaitu dengan
penilaian kemungkinan terjadinya Risiko dengan skor 1 (sangat
jarang) sampai dengan skor 5 (sangat sering). Kriteria
kemungkinan keterjadian Risiko ditunjukkan pada Tabel o1.

Tabel 01 Skala Kemungkinan Terjadinya (Probability) Risiko

I(ategori Skala Kriteria

Sangat Sering 5

Sering 4
8 < dapat tedadi s 10

dalam 1 Tahun

Kadalg 3
4 < dapat terjadi < 8
dalam I Tahun

Ja-rang 2
2 < dapat terjadi s 4
dalam 1 Tahun

Sangat JaJang
Dapat terjadi < 2
dalarn 1 tahun

Dapat terjadi > 10 kali
dalam I tahun

2. Penetapan Skala Dampak Risiko
Kriteria dampak Risiko terdiri dari area dampak Risiko dan skala
dampak Risiko. Dampak Risiko dapat diklasilikasikan ke dalam
beberapa area dampak dengan merujuk pada kategori Risiko
yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:
l) Penurunan reputasi organisasi

Dampak Risiko berupa menurunnya citra, reputasi, atau
tingkat kepercayaan pemangku kepentingan dan masyarakat.

I
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2) Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif
Dampak Risiko berupa ancaman hukuman yang dijatuhkan
atas perkara di pengadilan, baik menyangkut personel
maupun organisasi.

3) Keuangan
Dampak Risiko berupa meningkatnya pengeluaran dan beban
keuangan (baik dalam bentuk kas, kewajiban, ataupun
barang), kehilangan pendapatan dan aset daerah, ataupun
kerugian daerah. Dampak Risiko keuargan dapat bersifat
kecurangan (fraud) ata,u bukal kecurangan (nonfraud).
Untuk Risiko keuangan yang bersifat fraud, dampak Risiko
diukur dengan angka absolut. Sedangkan untuk Risiko
keuangan yang bersifat bukan kecurangan lnonfraud\
pengukuran dampak Risiko dilakukan berdasarkan persentase
terhadap total belanja atau aset yang dikelola oleh unit
tersebut.

4) Kecelakaan atau penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan.
Dampak Risiko berupa kematian, cedera, dan/atau gangguan
kesehatan baik fisik maupun mental yalg dialami pegawai
dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

5) Gangguan terhadap layanan organisasi
Dampak Risiko berupa tidak tercapainya standar pelayanan
yang telah ditetapkan.

6) Penurunan kinerja
Dampak Risiko berupa tidak tercapainya efisiensi atau
efektivitas kine{a, tidak tercapainya target atau sasaran kinerja
yang telah ditetapkan.

Sementara itu, skala dampak Risiko terdiri dari tingkat 1 (tidak
signifikan) sampai dengan 5 (sangat signifikan). Skala dampak
Risiko ditunjukkan pada Tabel O2.

Tabel 02 Skala Dampak Risiko
Tingkat Darnpak

Area
Dampak

Tidak
Signifikan

Kurang
Signiflkan

Sedalg Signifrkar Sangat
Signifil<an

(1) t2) (3) (4) (s)

Penurunan
Reputasi

Juftlah
keluhar
pemangku
kepentingan
lstakeholdet)
atau publik
seca.ra lisan
{dapat
didokumen-
tasikan) atau
tertulis ke
orgalisasi

Jumlah
keluhal
pemangku
kepentingan
(stakelaldetl
atau publik
secara Lisart
(dapat
didokumen-
tasikan) atau
tertulis ke
orgaifsasi >

1.

Pemberitaan
negatif yang
masif di
media sosial
yang bukan
berasal dari
pendapat
pimpinan.
2.
Pemberitaan
negatif di

1.

Pemberitaan
negatif yang
masif di
media sosial
yang berasal
dari
pendapat
pimpinarl.
2.
Pemberitaan
negatif di

Pemberitaan
negatiJ di
media massa
nasional dan
internasional
Tingkat
kepercayaan
pemangku
kepentingan
lstdkeholdet)
sangat
rendah
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Tingkat Dampak
Area

Dampak
Tidak

Signi.fikall
Kurang

Signifikan
Sangat

Signifikarr
(1) 12) (3) (4) (5)

< I0.
Tingkat
kepercayaan
pemangku
kepentingan
lstakeholdei
sangat baik.

10.
Tingkat
kepercayaan
pemalgku
kepentingan
(stakeholdei
baik

media massa
lokal
Tingkat
kepercayaan
pemangku
kepentingan
lstqkeholdett
sedang

media
massa
nasional
Tingkat
kepercayaan
pemangku
kepentingal
(stakehaldei
rendal

Sad<si
pidara,
perdata,
dan/atau
admini-
stratif

Pidala: < 2
tahun; atau
Tersangka/
terdakwa
ada.lah pejabat
eselon IV

Pidana: < 3 Pidana: s 4
tahun; atau tahun; atau
Tersangka/ Tersangka/
terdakwa terdakwa
adalai adalah
pejabat eselon pejabat eselon
III II

Pidala: > 4
tahun; atau
Tersangka/
terdakwa
adalah
Walikota/
Wakil
walikota

Perdata:
sRpljuta

Perdata:
Rpljuta < x <

Rp l0 Juta

Perdata:
Rp loJuta < x
< Rp25 Juta

Perdata:
Rp2sJuta < x
< Rp50 Juta

Perdata:
x > RpSOJuta

Admiristratif:
tergugat
adalah staf

Adninistratif: Adflinistiatit Administratif:
tergugatada.lahtergugat tergugat
pejabat eselon adalal adalah
Iv pejabat eselon pejabat eselon

tIl

A&rinistratit
tergugat
adalah
Walikota/
Wakil
Wa.likota

Keuangan X < Rp ljuta
lfraud)

Rpljuta<x<
Rp5juta

Rp5juta < x
< Rplojuta

Rpl0Juta<x X > Rp25juta
s Rp2Sjuta

Keuangan

\nonfrauQ
X s 0,05%
dari nilai
belarlia/
aset yang
dikelola UPR

0,05% < x
< o,lok
daii nilai
belaij a/ aset
yang dikelola
UPR

O,lok < x <
o,25%
dari nilai
belanj a/ aset
ya'tg dikelola
UPR

O,25Yo < xs
o,5%
dari nilai
belanja/ aset
yang dikelola
UPR

x > 0,5%
dari nilai
belanja/ aset
yang dikelola
UPR

Kecelakaal Tidak ada
atau cedera/
penyakit gangguan
akibat kesehatan
pekerjaan flsikataupun

mefltal

Cedera fisik
rirrgarr
Gangguan
kesehatan fisik
ringar1
Gangguan
kesehatan
mental
ringan

Cedera frsik
sedang
Gangguan
kesehatan
fisik sedang
Gangguan
kesehatan
mental
ringan

Cedera lisik
berat
Ganggua!
kesehatan
fisik berat
Gangguan
kesehatan
mental
Berat

Kematian

Gangguan
terhadap
layalarr
organisasi

X < 5% dari
jam
operasional
harial

5o/o<x<lsYo
dari jam
operasional
ha-rian

l5o/o < x <25o/. 25a/. < x <4oo/a

dari jam dari jam
operasional operasional
haJian harian

x > 400/"

dari jam
operasional
harian

Sedang Signifrkar

Pidala: < I
tahun; atau
tersangka/
terdakwa
ada-lah staf
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Tingkat Dampak

A.rea

Dampak
Tidal<

Signifikan
Kurang

Signifftan
Sedang Signitrkan

Sangat
Signifftart

(l) (2) (3) (4) (s)

Penurunan X s 3% da.ri 3o/o < x <5o/o

kinerja target kinerja dari
rarget kinerja

Sa/o < x s7o/o

daii target
kine{a

7Vo < x sl07o
dari ta.rget
kinerja

x> 10%
dari target
kineia

3. Skala Tingkat Risiko
Skala Tingkat Risiko ditunjukkan pada Tabel 03.

Tabel 03 Skala Tingkat Risiko

fingkat Dampak
Matriks Analisi

Risiko
5x5

i 2 3 4 5

Tidak Kurang
signifikan Signifikarr

Sangat
Sering

4 Sering

3 Kadang

Sangat
Jarang

Tingkat Risiko ditunjukkan pada Tabel 04.

Tabel 04 Tingkat Risiko

Sedang Signifikan
Sangat

Signifikan

Tingkat Risiko Besaran Risiko

Sangat Tinggi (5) 20-25
Tinssi (4) 16- 19
Sedang (3)

Warna

Kuning
Rendah (2)

Sangat Rendah (1)

12 15

6- 11

1-5

C. Penetapan Selera Risiko
a) Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleraisi Risiko,

yakni batasan besaran kuantitatif tingkat kemungkinan terjadinya
dan dampak Risiko yang dapat diterima, sebagaimara dituangkan
pada Kriteria Risiko.

b) Penetapan Selera Risiko untuk setiap Kategori Risiko berlaku
ketentuan sebagai berikut:
1) Risiko pada tingkat Sangat Rendah dan Rendah dapat diterima

dan tidak perlu dilakukan proses Mitigasi Risiko.

2 Jarang

5

1

159 18 25

6 l2 t916 24

4 1410 17 22

2 117 13

1 5 8

2l

20

Merah
Oralye

Hijau
Biru
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2) Risiko dengan tingkat Sedang hingga Sangat Tinggi harus
dimitigasi untuk menurunkan Tingkat Risikonya.

3) Selera Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2)

ditunjukkan dalam Tabel 05.

Tabel 05 Penetapan Selera Risiko

Tingkat Dampak
Matriks 3 4 51 2

Risiko
5x5 Tidak Kurang

signifikan Signifikan

Sangat
SignifikanSedang Signifkan

Sangat
Sering

4 Sering

3 Kadang

2 Jarang

Sangat
Jarang

ItI. WAKTU, TAHAPAN DAN PIHAK TERKAIT DALAM PENGELOLAAN RISIKO

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam Pengelolaan Risiko adalah

sebagai berikut:

Tabel 05 Waktu, Tahapan, dan Pihak Terkait datam Pengelolaan Risiko

5

No. Wal<tu

Tahapan
Manajemen
Pemerintah

Daerah

Ta}lapan
Pengelolaan

Risiko
Pelaksana

Output
Tahapar!

Pengelolaan
Risiko

15

\2

e

a
9.

5

Area Penerimaan Risiko

4 5 6
2 3I

1 Proses
pen}1lsunai
RPJMD

- Arahan daJl
kebijakan
penilaian
Risiko 5
tahunan

- Penyusunan
Risiko
Strategis
Pemerintah
Daerah

- Komite
Pengelolaan
Risiko

- Sekr:etaris
Daerah
selaku
Koordinator

- UPR
Pemerintah
Daerah

{Kepa]a
Daerah dar!
Kepala
Perangkat
Daerah)

- Dokuhen
Arahan dan
Kebjjakan
Penilaian
Risiko 5
Tahunan

- Daftar Risiko
dan RfP
Strategis
Pemerintah
Daerah

1

2111

239

6

224

1372

20851

1

t7

'25

24

t8

l4

16

10

Proses
pen]'usunaul
RPJMD
(Satu tahun
sebelum
RPJMD 5
tahunal
bedalan s.d.
RPJMD
ditetapkan)



No. Waldu

Tahapan
Manajemen
Pemerintah

Daerah

Tahapan
Pengelolaarr

Risiko
Pelatsana

Output
Tahaparl

Pengelolaan
Risiko

1 2 3 4 5 6
2 Proses

penjrusunan
Renstra
Perangkat
Daerai (Satu
tahun
sebelum
RPJMD 5
tahunan
berjala.n s.d.
RPJMD
ditetapkan)

Proses
penyusunan
Renstra
Perangkat
Daerah

PenJrusuflan
Risiko
Strategis
Perangkat
Daerah

- Komite
Pengelolaan
Risiko

- Sekretaris
Daerah
selaku
Koordinator

- UPR Tingkat
Eselon II/
Eselon III

Daftar Risiko
dan RlP
Strategis
Perangkat
Daerai

3 Januari - Mei PenJrusunan
Taiun 2OXX- RKPD dan
1 Renja

Perangkat
Daerah

Arahan dan
kebijakan
Penilaiarr
Risiko
tahunan

Komite
Pengelolaan
Risiko

Dokumen
Arahan dalt
KebUakan
Penilaian
Risiko
Tahunal

4 Agustus-
September
20xx- 1

Penyusunan
RKA
Perangkat
Daerah
(Penetapan
fencana
sasa.ran &
pagu
anggaran
per
kegiatan)

PenJrusunan
Risiko
Operasiona.l
Perangkat
Daerah

- Kepala Daftar Risiko
Perangkat dall RTP
Daerah Operasional

- UPRTingkat Perangkat
Eselon III dan Daerah
Eselon IV

5 Oktober
Tahun 20XX-
1

Pen).usunan
RAPBD,
Perda APBD

Pengomuni-
kasian
Risiko dan
RTP,
Penjrusunan
atau Revisi
Kebijalan
Sistem
Operasi dan
Prosedur
(KSOP)

Pengomuni-
kasian
perubahan
KSOP

- Kepala
Perangkat
Daerah

- Komite
Pengelolaarr
Risiko

- UPR Tingkat
Pemerintah
Daerah,
Tingkat
Eselon II, III,
dan IV

- Sekretaiis
Daerah
selaku
koordinator

- Perbaikal:I
RTP

- KSOP
- Notulen

pengomuni-
kasian

- Finalisasi
Dafta-r Risiko
dan RTP

6 November -
Desember
Tahun 2OXX-
I

Penlrusulan
Ranca.flgan
DPA
Perangkat
Daerah, dall
penetapan
DPA
Perangkat
Daerah

7. Jaiuari s.d. Pela}sanaan pen!'usunen Komite KSOP



No. Waldr

Tahapan
Marrajeloear
PeEerintah

Daerah

Tahapan
Pengelolaan

Risiko
Pelalsana

Output
Tahapa'l

Pengelolaan
Risiko

6542 31

Desember
Talun 2OXX

APBD atau
penyempumaan
KSOP (Tirrdak
lanjut RTP)

Pengelolaarr
Risiko

- UPR Tingkat
Pemerintah
Daerah,
Tingkat
Eselon tl, nl,
dart Iv

Pelaksanaar
KSOP

Buhi
pelaksanaa!
KSOP

- Komite
Pengelolaan
Risiko

- Kepa.la
Perangkat
Daerah

- Pelaksana
Program dan
kegiatan

Berkala
(Triwulanan)

Pelaporan dan
pemantauarr
Risiko dan
KSOP

- UPR Tingkat
Pemerintah
Daerah,
Tingkat
Eselon II, lll,
daJr IV

- Unit
Kepatuhan

- Sekretaris
Daerah
selaku
koordinator

- Foim
PemantauaJt
Risiko

- Form
Pemantauan
Tindak
Lanjut RTP

PemaitauaJl
kinerja, Risiko,
dan efektifitas
KSOP yang
dibangun

- Unit
Kepatuhan
Pengelolaan
Risiko

- Notulen
rapat

- Laporan
Pemantauan
(triwulalart ,

tahunan, S

ta}runan)
Juni-Juli
Tahun 20XX

Penlusunan
KUA PPAS
(Penetapan
sasaran
mal<ro dan
pagu
anggar'an
Pemerintai
Daerah)

Reviu dan
pemuta-khiran
Risiko Strategis
Pemerintah
Daeralt.
Catatan:
Risiko strategis
Pemerinta}I
Daereh akan
direviu dan

UPR Tingkat
Pemerintah
Daerah
(Kepala
Daerah dan
Kepala
Perargkat
Daerah
Sekretaris
Daerah

Da.ftar Risiko
dan RIP
Stiategis
PeEerintah
Daerah yang
dimutal<hirka
n
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No. Waktu

Tahapan
Manajemen
Pemerintah

Daerah

Tahapan
Pengelolaai

Risiko
Pelaksana

Output
Tahapan

Pengelolaan
Risiko

653 41 2
dimutakhirkart
setiap tahun

selaku
Koordinator

Agustus-
September
20xx

Penlrusunan
RKA
Perangkat
Daerah

{Penetapan
tencana
sasaran &
pagu
anggaran per
kegiatan)

Reviu darr
pemutakhirall
Risiko Strategis -
(Entitas)
Perangkat
Daerah
Catatan: Risiko -
strategis
(entitas)
Perangkat
Daerah aka!
diriviu dan
dimutakhirkan
setiap tahun

Kepala Dafta.r Risiko
Daerah dan RTP
Sekretanis Stiategis
Daerah (Entitas)
s€laku Perangkat
Kooldinator Daeral
Ultit Pelnilil<
Risiko Tingkat
Ess. II {Kepala
Perangkat
Daerah/SKPD
dan
Kabag/Kabid
PeranSkat
Daerah)

8 Janua.ri -
. Februari

Tahun
2O)<x+ 1

Pelaporan
Keuangan

Pelaporan
Pengelolaan
Risiko Tahun
20xx

- Kepala
Daerah

- Kepala
Pera.rrgkat

Daerafi
- UPR Tingkat

Pemerintah
Daerah,
Tingkat
Eselon I, II,
III, dan IV

- Unit
Kepatuhan

- Sekretaris
Daerah
selaku
Koordinator

laporan
Pengelolaan
Risiko Tahun
2oxx

9 Februari -
. Ma-ret Tahun

2oXX+ I

Reviu oleh
lnspekorat
Daerah

Evaluasi
Pengelolaa,I
Risiko oleh
Inspektorat
Daerall

- Inspelrtorat
Daerah

Laporan
Evaluasi
Pengelolaan
Risiko

Penilai6rt
Maturitas
Sistem
Pengendalian
Intem
Pemerintah
(SPIP)

Kep6la
Daerah
Kepala
Perargkat
Daerah
Inspeldorat
Daerah

Lsporan
Peoilaian
Maturitas
SPIP
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IV. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
a. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagai berikut
Gambar Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

KOM]TE

RISIXO

UPR TINGK{T
ESSEINN II

ESSELON IIT

') DPRD OPD

UPR TINGTAT PEMERIMAH
DAERAII

Struktur Pengelolaan Risiko terdiri atas:
1. Penanggung jawab;
2. Koordinatorpenyelenggaraan;
3. Unit Pemilik Risiko;
4. Komite Pengelolaan Risiko
5. Unit Kepatuhan; dan
6. Penanggung jawab Pengawasan.

b. Proses Pengelolaan Risiko
Pengelolaan Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan
segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan tahapal
sebagai berikut:

Gambar Proses Pengelolaan Risiko

Identifikasi Kelemahan
l,irrskrrnsan Pcnscndaliarr trl

Penetapan Kontrks/l\rjuan

Idenlifikasi Risiko

KeAiatan Peneendarie 13)

PEIIA]TGGI'IIG JAWAS

BUPATI

SEXRMARIS DAE&A}I
UNIT XDPA'IUHAN

UPR TINGXAT ESSELON II

]NSPEKTUR DAERNH

Dadaptasi ddi AS/ NZS: 2OO4

I XOORDINATOR PENYEIENCCARAANPEI|OELOLA
RlsIxo. UPR IINGI(AT ESSEI,ON II

l

I

E
d'6

.9
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Tahapan proses Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, diuraikan
sebagai berikut:
1. Identilikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

a. Persiapan penilaian kelemahan Lingkungan Pengendalian;
b. Penilaian awal atas kerentanan Lingkungan Pengendalian

melalui reviu dokumen;
c. Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui Control

Enuironment Euoluation (CED); dal],
d. Simpulan kelemahan Lingkungan Pengendalian Urusan

Wajib/Pilihan.
Contoh format identifrkasi kelemahan Lingkungan Pengendalian
dapat dilihat pada Fom 1.a, l.b, dan 1.c.

2. Penilaian Risiko
a. Penetapan Konteks/Trrjuan

l) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan Urusan
wajib/Pilihar yang akan dilakukan Penilaian Risiko;

2) Persiapan Penitaian Risiko Urusan Wajib/Pilihan;
i. Menetapkan kriteria dan skala dampak dan

kemungkinan Risiko.
ii. Menetapkan tingkat Risiko yang dapat diterima.

Contoh format Penetapan Konteks/Tujuan dapat dilihat pada

Form 2.a, 2.b, dat 2.c.
b. Identihkasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam
pencapaian tujuan diidentifikasi dengan melibatkan pihak-
pihak terkait.
Contoh format ldentifikasi Risiko dapat dilihat Pada Form 3.a,

3.b, dan 3.c.
c. Analisis Risiko

I ) Melakukan analisis dampak darr kemungkinan Risiko;
Contoh format Hasil Analisis Risiko dapat dilihat pada Form 4

2) Memvalidasi Risiko dengan men,'usun Risiko prioritas;
Contoh format Daftar Risiko Prioritas dapat dilihat pada
Fotm 5.

3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang
dibutuhkan;
Contoh format Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang
Ada dan Masih Dibutuhkan dapat dilihat pada Form 6.

4) Menyrsun Rencana Tindak Pengendalian RTP :

a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan
Lingkungan Pengendalian;

b) Merumuskaa Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan
dalam rangka mengatasi Risiko;

c) Menyelaraskan RTP;

d) MenJrusun rancangan Informasi dan Komunikasi atas
RTP; dart
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e) Men)'rlsun rancangan Pemantauan dan Evaluasi Risiko
dan RTP.

Contoh format Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang
Ada dan Masih Dibutuhkan/RTP atas Kelemahan
Lingkungan Pengendalian dapat dilib.at pada Form 7 .

3. Kegiatan Pengendaliaa
a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi pen]'usunan atau

penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut
dari RTP;

b. Pelaksanaar kebijakal dan prosedur pengendalian.

4. lnformasi dan Komunikasi
Pengomunikasian pengendalian yang dibangun dan hasil dari tiap
tahapan Pengelolaan Risiko kepada pihak-pihak terkait antara lain
dalam bentuk:
1) Surat edaran dari pimpinan kepada unit keia atas

pemberlakuan kebijakan;
2) Kebijakan diupload dalam situs resmi Pemerintah Daerah yarg

dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3) Sosialisasi/raorkshop/diseminasi yartg dibuktikan misalnya

dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir,
foto pelaksanaan.

Koordinasi Pengomunikasian dan pencatatan realisasi
pengomunikasian dilakukan oleh:
1) UPR Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP

atas Risiko strategis Pemerintah Daerah
2) UPR tingkat Eselon II untuk pengomunikasian terkait RTP atas

Risiko strategis Perangkat Daerah dan Risiko operasional
Perangkat Daerah.

Contoh format rencala dan realisasi atas Pengomunikasian
Kegiatan Pengendalian yang Dibargun dapat dilihat pada Form
8.

5. Pemantauan
Pemantauan dilakukan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari
Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian/Kepala Bidang,
dan Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian sesuai
dengal ruang lingkup dan kewenargannya. Pelaksanaan
pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati
dapat didelegasikar kepada Unit Kepatuhan yang
bertanggungiawab memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada
UPR.
Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan
Pengelolaan Risiko telah dilal<ukal sesuai dengan ketentuan, yang
meliputi:
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a. Pemantauan atas implementasi pengendalian dengan tujuan
untuk memastikan bahwa pengendaliar yang telah dirancarg
telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Contoh format
Rencana dan Realisasi Pemantauan atas Kegiatan pengendaliart
yang dibutuhkan dapat ditihat pada Form 9.

b. Pemantauan kejadial Risiko dengar tujuan untuk mengetahui
tingkat keteladian Risiko dan efektivitas pengendalian yang
telah dilaksanakan. Contoh format pencatatan kejadian Risiko
dan pelaksanaan RTP dapat dilihat pada Form 10.

V. PELAPORAN
Dalam rangka mendukung akuntabilitas Pengelolaan Risiko, Pemerintah
Daerah perlu menl'usun laporan Pengelolaan Risiko berupa:
A. Laporal Pelatsarlaan Penilaian Risiko.

Contoh Laporan Pela-ksallaan Penilaian Risiko dapat dilihat pada
Form ll,

B. Laporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR.
Contoh Laporan Tliwulanan dan Tahunan Pengelolaan Risiko dapat
dilihat pada Form 12.

C. Laporal Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko oleh Unit
Kepatuhan.
Contoh Laporan Triwulalan dan Tahunan Pemaartauan Pengelolaan
Risiko oleh Unit Kepatuhan dapat dilihat pada Form 13.

D. Laporan Berkala Kegiatan Pembinaan Risiko oleh Komite Pengelolaa!
Risiko.
Contoh l,aporan Triwulanan dan Tahunan Kegiatan Pembinaan Risiko
oleh Komite Pengelolaan Risiko dapat dilihat pada Form 14.

L, A TORAJA,UP
\

RAK {o*rto
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMULIR PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

A. FORMULIR PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

Contoh Formulir Pengelolaan Risiko sebagai berikut:
1. Form 1.a. Contoh Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian

Lingkungan Per.gerLdallall I Control Enuironment Euatuation (CEE)

Nama Pemerintah Daerah
Tahun Penilaian

Pemerintah Kabupaten ABC
2oxx

NO
SUB UNSUR DAN

PERTANYAAN/KUESTONER
JAWABAN RESPONDEN (R}

R1 R2 R3 R4 R5 R6 Modus

S!MPUt,lN
KUESIONER

CEE

b c d
A. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILA] ETIKA MEMADAI
1 Pegawai mendapatkan pesan

integritas & nilai etika secara rutin
dari pimpinan instansi (misalnya
keteladanan, pesan, moral, dll,).

2433323Memadai

2 Pemerintah Daerai telah memiliki
aturan perilaku (misalnya kode etik,
pakta integritas, dan aturan
perilaku pegawai) yang telah
dikomunikasikan kepada seluruh
pegawai.

3333333Memadai

3 Telah terdapat fungsi khusus di
dalam instansi yang melayani
pengaduan masyarakat atas
pelanggaran aturan perilaku/kode
etik.

2433333Memadai

4 Pelanggaian aturan perilaku/kode
etik telal ditindaldanjuti.

3423323 Memadai

B KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI MEMADAI MEMADAI
1 Standar kompetensi setiap

pegawai/posisi jabatan telah
ditentukan.

34 23233 Memadai

2 Pegawai yang kompeten telah secara 2 4
tepat mengisi posisi/jabatan.

33333Memadd

3 Pemedntah Daeral telai memiliki 2 3
dan menerapkan strategi
peningkatan kompetensi pegawai.

23333Memadsi

4 Terdapat pelatihan terkait
Pengelolaan Risiko, baik pelatihsn
khuaus maupun pelatihan
terintegrasi secara berkala.

3333233Memadai
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Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten AIIC
Tahun Penilaiaa : 20XX

NO
SUB UNSUR DAN

PERTAI{YAAN / KUESIONER
JAWABAN RESPONDEN (R)

Rl R2 R3 R4 R5 R6 M.d""

stM"('|,AN
(UESIONER

CEE

b d

C KEPEMIMPTNAN YANG KONDUS1F
KURANG
MEMADAI

1 Pimpinan tela]l menetapkan
kebijakan Pengelolaan Risiko yang
memberikan kejelasan arah
Pengelolaan Risiko.

2322232 Kumng
Memadai

3334333 Memadai

3 Pimpinan membangun komunikasi
yang baik dengan anggota
organisasi untuk berani
mengungkapkan Risiko dan secara
terbuka menerima/ menggali
pelaporan Risiko/masalah.

23 3 3 32 3 Memadai

Gaya pimpinan dapat mendorong
pegawai untuk meningkatkan
kineia.

3433333Memadai

5 Pimpinan menetapkan Sasaran
Strategis yang selaras dengan Visi
dan Misi Pemerintah Daerah

3334333 Memadai

6 Rencana/ Sasaian Strategis
Pemerintel Daerah telah dijabar.kan
ke dalam Sasamn Perangkat Daemh
dan tingkat operasional Perangkat
Daerah,

3334333Memadai

7 Rencana Strategis dan Rencana
Keia Pemerint€I DaeGh telah
menyajikan informasi mengenai
Risiko.

22 3 3 2 3 2 Kurang
Memadai

8 Pimpinan berper€n serta dan
mengikutsertakan pejabat
dan pe8awai terkait dalam proses
Pengelolaan Risiko.

2333233Memadai

D
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN
KEBUTUHAN MEMADAI

1 Setiap Urusan telai dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah dan unit
kerja yang tepat.

3334433Memadai

2 Masing masing pihak dalam
organisasi telal memperoleh
kejelasan dan memalami peran dan
tanggung jawab masing masing
dalam Pengelolaan Risiko.

2334433Memadai

3 Pegawai yanS bertugas di Perangkat
Daemi merupakan pegawai tetap
dan bukan pegawai yang bersifat
sementara (@d/Ioc).

2334433Memadai

2 Pimpinan meflerapkan Pengelolaan
Risiko dan pengendalian dalartr
pelaksanaan tugas dan
pengambilan keputusan.
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Na&a Pemerintah Daerah : Pemerintah l(abupaten AEIC

Tahun Penilaian : 20XX

NO
SUB UNSUR DAN

PERTAI.IYAAN / KUESIONER
JAWABAN RESPONDEN (R)

Rl R2 R3 R4 R5 R6 M"d""

SIMP('I,AN
KUESIONER

CEE

b d

E PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT MEMADA]

Adanya transparansi dan ketepatan 3 4 3 3 4 3 3 Memadai
waldu pelaporsn p€laksanaan peran
dan tanggung jawab masing-masing
dalam Pengelolaan Risiko.

Kriteria pendelegasian wewenang
telah ditentukan dengan tepat.

3434323 Memadai

2 Pendelegasian wewenang dan
tanggung jawab dilaksanakan
secaia tepat.

3 Kewenangan dircviu secara
periodik.

2333323Memadai

F
PET.IYTJSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAXAN YANG SEHAT TENTANG
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

KURANG
MEMADAI

t Pemerintah Daemi telah memiliki
Xebijalan d6n prGedur pengelolaan
SDM y6ng lengkap (s€jak .ekrutmen
sampai denga! pemb€rhentian
peSawai).

2323333Memadai

2 Rekrutmen, retensi, mutasi,
maupun promosi pemilihan SDM
telah dilakukan denSan baik.

2333323 Memadai

3 Insentif pegawai telah sesuai
dengan tanggung jawab dan kineda

3431433 Memadai

Pemcrintsh Daerah tclai
menginternalisasi budaya sadar
Pisiko.

23 2 2 32 2 Kurang
Memadai

5 Adelya pemberian penghargaan
(reuard.l dar/atau sanksi
(punishment, atas Pengelolaan
Risiko (misalnya
mempertimbanSkan
pertangguflgjawaban Pengelolaan
Risiko dslam Penilaian Kinerja).

2322432 Kurang
Memadai

6 Terdapat evaluasi kinerja pegawai
dan telah dipertimbangkan dalam
perhitungan penghasilan.

23 2 2 32 2 Kurang
Memadai

7 Instansi telah mengalokasikan
anggaran yang memadai untuk
pcngembangan SDM.

232t322 Kurang
Memadai

G
PERWIJJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
(APIP) YANG EFEKTIF

MEMADAI

Inspektorat Daerah mclakuka, rcviu 3 3 3 4 3 3 3 Memadai
atas efisiensi/cfeltivitas/ekonomis
pelaks€naan setiap urusan / program
secara periodik.

2 Inspektorat Daerah melakukan rcviu 3 3 3 3 3 3 3 Memadai
atas kepatuhan hukum dan aturan
Ieinnye.

I

3434333Memadai



Nama Pemerintah Daerah
Tahun Penilaian

Pemerintah Kabupaten AIIC
2r]xx

NO
SUB UNSUR DAN

PERTAI'IYAAN / KUESIONER

JAWABAN RESPONDEN (R) SIMPUIAN
TUESIONER

CEER1 R2 R3 R4 R5 R6 Modus

b d

3 Inspeldorat Daelah memberikan
layanan fasilitasi penerapan
Pengelolaan Risiko dan

22 3 3 3 3 3 Memadai

penyelenggaraan SPIP

lnsp€ktorat Daemh telah
melaksanakar pengawasan berbasis
Risiko.

3333333Memadai

5 Temuan dan s€ian / rekomendasi
pengawasan lnspektorat Daeml
telal ditindaklanjuti.

3333333Memadai

HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH
H MEMADAI

TERKA1T

1 Hubungan kerja yang baik dengan
instansi/ oqanisasi lain yang
memiliki keterkaitan operasional
telah terbangun.

3333333 Memadai

2 Hubungan kerja yang baik dengan
instansi yang terkart atas fungsi
pengawasan / pemeriksaan (BPK,

BPKP, dan lnspektorat) telah
terbangun.

3334333 Memadai

Keterangsn:
. Kolom c diisi dengan jawaban respondefl

Keteralgan Jawaban:
1 : Tidak setuju/belum ada/belum dibangun,
2 : Kurang setuju/telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum

konsisten,
3 : Setuju/sudah dibangun atau diterapkan dergan baik, tapi masih bisa

ditingkatkan,
4 : Sangat setuju/sudah dibangun atau ditempkan dengan baik dan dapat

ditularkan ke organisasi lain.
. Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian Lingkungan Pengendalian tiap

pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur Lingkungsn Pengendelian. Misalnya
Kesimpulan tiap pertanyaan:

'/ "Memadai" apabila modus jawaban responden adalal 3 atau 4; dan

'/ "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah l atau 2.
Kesimpulan pada tiap sub unsur Lingkungan Pengendalian:
/ "Memadai" apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur

tersebut telal "memadai"; dan
i' "Kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub

unsur tersebut yang "Kurang Memadai".
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2. Fofin l.b. Contoh CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanar.l
Lingkungan Pengendalian di Pemerintah Daerah

Nama Pemerintai Daemh
Tahlrn Penilaian

Pemerintah Kabupaten ABC
2oxx

No Sumber Data Uraian Kelemalan Klasifikasi
a b d
1 Media massa Penegakan Integritas

dan Nilai Etika

Komitmen terhadap
Kompetensi

- Banyak tedadi
pencopotan/ mutaai peiabat
daerah karena tersangkut kasus
hukum.
Pegawai belum ditempatkan
sesuai dengan kompetensi dan
pengalaman,

2 LHP BPK No. xxx
tanggal )oo(

tentang Hasil
Pemeriksaan
BPK atas
Efekti{itas
Pengelolaan
Sumber Daya
Xes€hatan JKN

Pemerintah Kabupat€n ABC
belum memiliki stratesi dalam
pemenuhan dan pendistribusian
SDM kesehatan di Puskesmas.

Penyusunan dan
Penemparr Kebijakan
yang Sehat tentang
Pembinaan SDM

- Kualifikasi dan kompetensi dokter
serta tenaga kesehatan di
Puskesmas belum memenuhi
kebutuhan atan kompetensi yang
seharusnya dimiliki.

Komitme[ terhadap
Kompetensi

Pemenuhan tenaga kesehatan di
Puskesmas belum memperhatikan
tingkat kebutuhan dalam
pemberian pelay€nan kesehatan.

Penyusunan dan
Penerapan Kebjjakan
yang Sehat tentang
Pembinaan SDM

3 SK Inspektur No. InslcLlorat Daeml belum Peran APIP yang
Efektif,o.x tanggal xxx

tentang PKPf
Inspektorat
Daera}r

melakukan audit kineia atas
penyelenggaraan urusan kesehatan
dalam tingkat strateeis.

4 LHP BPK No. rcrx - Pelayanan pasien BPJS di Kepemimpinan yang
Kondusiftanggal ro<x

tentang Hasil
Pemeriksaan
atas Kinerja
Penyelenggara-
an JKN

Kabupaten ABC belum optimal
dan terdapat regulasi Dinas
Kesehatan Kabupaten ABC tidal
beialan sebagaimana mestinya
yaitu ketentuan mengenai plaktik
dokter.

*) Klasifikasi permasalaian menggunakan sub unsur Lingkungarl
Pengendalian dalam Peraturan Pemerintal Nomor 60 Tslun 2OO8 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintal.

Keterangan:
. Kolom a diisi deng€n nomor uruti
. Kolom b diisi de gan sumber datai
. Kolom c diisi dengan umian kelemahan jika berdasarksn data yang ada

merupakan kelemahan; dan
. Kolom d diisi denBan klasilikasi kekuatan/kelemahan sesuai sub unsur

pada Lingkungan Pengendalian.
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3. Fofln l.c Contoh Simpulan Survei
Pengendalian Pemerintah Daerah

Persepsi atas Lingkungan

Nama Pemeri[tah Daemh
Tahun Penilaian

Pemerintah Kabupaten ABC
2oxx

No. Sub Unsur
Hasil Reviu Dokumen Hasil Survei Persepsi Simpulan Penjelasan

Hasil Uraian Hasil Uraian
b f g hd

1 Penegakan
lntegritas
dan Nilai
Etika

Banyak tedadi
pencopotan/mu-
tasi pejabat
daerah karena
tersangkut
kasus hukum

Banyak teiadi
pencopotan/
mutasi
pejabat
daerah karena
tersangkut
kasus hukum

Kurang
Memadai

Memadai Kurang
Memadai

2 Komitmen
terhadap
Kompeten-
si

Pegawai belum
ditempatkan
sesuai dengan
kompetensi dan
pengalaman

Pegawai
belum
ditempatkan
sesuai dengan
kompetensi
dan
pengalaman

Kurang
Memadai

Memadai Kurang
Memadai

Kualiftasi dan
kompetensi
dokter serta
tenaga
kesehatan di
Puskesmas
belum
memenuhi
kebutuhan al<an
pemberian
pelay€nan
kesehatan

Kualflkasi
dan
kompetensi
doller serta
tenaga
kesehatan di
Puskesmas
belum
memenuhi
kebutuhan
akan
pemberian
pelayanarl
kesehatan

3 Kepemim-
pinan yang
Kondusif

Kurang
Memadai

Kurang
Memadai

Pimpinan
belum
menetap-
kan
kebijakan
Pengelolaan
Risiko yang
memberi-
kan
kejelasan
arah
Pengelolaan
RiBiko.

Pimpinan
belum
menetapkan
kebijakan
Pengelolaan
Risiko ya.ng

memberikan
kejelasan arah
Pengelolaan
Risiko

Pelayanan
pasien BPJS di
Kabupaten ABC
belum optimal
dan terdapat
regulasi Dinas
Kesehatan
Kabupaten ABC
tidal berjalan
sebagaimana
mestiflya yaitu
ketentuan
mengenai
praktik dokter.

Puskesmas
belum
sepenuhnya
me[yediakan
seluruh

Kurang
Memadai

Rencana
strategis dan
rencana kerja
Pemerintah
Daeral belum
menyajikan
informasi
mengenai
Risiko

Rencana
strategis
dan

kerja
Pemerintah
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Nama Pcmcrintah Daerah
Tahun Penilaian

Pemerintai Kabupaten ABC
2oxx

Hasil Reviu Dokumen Hasil Surei PersepsiNo. Sub Unsur
Hasil Uraian Hasil Uraian

Simpulan Penjelasan

b f c hd

kebutuhan
farmasi untuk
mendukung
peleyarlan
kesehatan
sccara memadai

Daerah
belum
menyajikan
informasi
mengenai
Risiko

PeLayarEn
p6sicn BPJS
di lGbupaten
ABC belum
opumal dan
terdapat
regulaai Dinas
Kcsehatan
Kabupaten
ABC tidak
berjalan
scbagaihana
mestinya yeitu
kete[tuan
mengenai
praktik dokter

4 Struktur
Organisasi
sesuai
Kebutuhan

Memadai Memadai

5 Pendclega-
sian
Wc(lenang
dan
Tanggung
jawab yang
tepat

Memadai Memadai

6 Penjtusunan Kurang
dan Memadai
Pencrapen
Kebijakan
yang schat
tentang
Pembina-
AN SDM

Kumng
Memadai

Kurang
Memadai

Pemerintai
Xabupaten ABC
belum memiliki
strategi dalam
pemenuhan dan
pendistribusian
SDM kesehatan
di Puskesmag

Pemda
belum
mengiotem
alisasi
budaya
sadai
risiko

Pemerintah
Daereh belum
mengintcrna-
lisasi budaya
sadar Risiko

Pemenuhan
tenaEa
kesehatan di
Pugkesmas
Kabupaten ABC
bclum
memperhatiksn
tingkat
kebutuhan
dalam
pemberian
pelayanan

Belum
terdapat
pemb€ an

dan/atau
plunish-

penSelola-
an risiko
(Misalnya
memper-
timbang-
kan
pertangSug
jawaban

Pengelola-

B.lum
terdapat
pemberian
feuatd
dan/atau
Wnishment
atas
PcnSclolaan
Rieiko
(miss.lnye
mempcrtim-
bangksn
pertanSSunS-
jawaban
Pcngelolaan
Riliko delem
penilaian
kincrja)
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Nama Pemerintah Daerah
Tahun Penilaian

Pemerintah Kabupaten AIIC
20xx

No. Sub Unsur
Hasil Reviu Dokuoen Hasil Survei Persepsi Simpulan Penjelasan

Hasil Uraian Hasil Ulaian
b f c hd

AII
dsiko
dalam
penilaian
kineda)

Evaluasi
kinerja
pegawai
belum
dipertim-
bangkan
dalam
perhitungan
penghasilan

Evaiuasi
kinerja
pegawai
belum
dipertim-
bangkan
dalam
perhitunS-

penghasi-
lan

Anggaran
pengem-
bangan SDM
belum
memadai
Pemerintal
Kabupaten
ABC belum
memiliki
strategi dalam
pemeluhan
dan
pendistribu-
sian SDM
kesehatan di
Puskesmas

Anggaran
penSem-

bangan
SDM
belum
memadai

Pemenuhan
tenaga
kesehatan di
Puskesmas
belum
memPerhati-
kan tingkat
kebutuhan
dalam
pemberian
pelayanan
kesehatan

7 Pefifi.rju-
dan peran
APIP yang
efehif

Kurang
Memadai

Inspektomt
Daerah belum
melakukan audit
kiterja atas

Penyelenggaraan
urusan
kesehat€n dalam
tingkat
strategis

Memadai Nu.ang
Memadai

Inspekorat
Daerah belum
melakukan
audit kineda
atas
penyeleng-
garaan unrsan
kesehat€n
dalam tingkat
strategis



Nama Pemerintah Daerah
Tahun Penilaian

Pctnerintah tbbupaten ABC
2oxx

Hasil Reviu Dokumen Hasil SuFei
Hasil UraianNo. Sub Unsur Simpulan Penjelasan

Hasil Uraian
b g hd f

8 Hubungan
Keria yang
Baik dcngan
Instansi
Pemerintah
Terkait

Memadai Memadai

Keterangan:
. Kolom a diisi dengan nomor urut;
. Kolom b diisi dengan sub unsur pada LingkungeD Pengendalian;
. Kolom c diisi dengan simpulsn penilaian as/al CEE berdasarksn dokumeni
. Kolom d diisi dentan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan

dokumen;
. Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi;
. Xolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai haail suflei pcrscpsi;
. Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil peniLaian awal dan survei

persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi b€rtentangan,
maka lakukan p€ndalaman atau lakukan prolessional judgernent untuk
meryiErpulkannya; dan

. Kolom h diisi dengan ureian kelemahan.
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4. Form 2.a. Contoh Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemerintal
Daerah

Nama Pemerintah Daemh
Tahun Penilaian
Periode yang dinilai

Pemedntai Kabupaten ABC
2oxx
Periode RPJMD Tahun 2OXY 2OXZ

Sumber Data RPJMD Kabupaten Tahun 20XY-20X2
Tujuan Stratesis RPJMD T\rjuan l.f Meniflgkatnya kualitas tata kelola

pemerintaian
Tujuan 1.2 Meningkatnya kohesivitas masyarakat
Tujuan 2. 1 Meningkatnya kualitas transportaai
Tujuan 2.2 Meningkatnya Kelayakhunian
Tujuan 2.3 Meningkatnya alses komunikasi dan
informasi
Tujuan 2.4 Menurunnya risiko bencana
Tujuan 2.5 Meningkatnya kualitae lingkunSan
hidup
Tujuan 3. 1 Meningkatnya atses d€n kualitas
pendidikan
Trrjuan 3.2 Meningkatnya demjat kesehatan
masyarakat
Tujuan 3.3 Meningkatnya kesejahteraan sosial
Tujuan 3.4 Meningkatnya partisipasi perempuan
dalam pembangunan
Tujuan 4.1 Meningkatnya laju pertumbuhan
ekonomi
Tujuan 4.2 Meningkatnya pemerataan ekonomi

Penetapan Konteks Tujuan
Risiko Strategis Pemerintal
Daerah

Trrjuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat

Nama Dinas Terkait
RSUD Kabupaten XYZ
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana (DP3AP2KB)

Dinas Pekeiaan Umum dan Perumaian Rakyat
Sasaran RPJMD Sasaran 3.2.1 Meningkatnya keselanatan ibu anal<

Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan
masyarakat
Sasaran 3.2.3 Meningkatnya perilaku hidup sehat
Sasa.an 3.2.4 Meningkatnya prestasi Olahraga di
Kabupaten ABC
Sasa:ran 3.2.5 Meningkatnya peran serta Pemuda
dalam pembangunan
Sasar€n 3.2.6 Meningkatnya kesehatan
.eproduksi

IKU Sasaran RPJMD Usia Ha:rapan Hidup adalah ditentukan jumlah
kematian bayi, jika angka kematian bayi besar,
maka usia angka harapan hidup rendah.

Prioritas pembangunan
dan progEm unggulan

Prcgram Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan
dan Anak
Progmm Peningkatan Pelayanan Kesehatan AnaI
Balita
Program Pencegalan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan
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Nama Pemerintah Daerah : Pemerintal Kabupaten ABC
Tahun Penilaian : 20Xx
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2O){Y 20XZ

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Progarn Perbaikan Gizi Masyaral<at

Tujuan, Sasaran, IKU
yang akan dilakukan
penilaian risiko

Tujuan 3.2 Meningkatnya demjat kesehatan
masyarakat
Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan
masyarakat
Program Peningkatan Kes€larnatan Ibu
Melahirkan dan Anak

20xx
Bupati ABC
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5, Form2.b. Contoh Penetapan Konteks Risiko Strategis Perangkat Daera}!

Nama Pemerintah Daerah
Tahun Penilaian
Periode yang dinilai
Urusan Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten ABC
20xx
Periode RPJMD Tahun' 2O{Y-2OXZ
Urusan wajib Pelayanan Dasa-r

Xesehatan
: Dinas Kesehatan

Bidang

Perangkat Daerah yang Dinilai
Sumber Data Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten

Tana Toraja
Tujuan
Stategis

Meningkatka.n derajat kesehatan masyarakat

Sasajan
Strategis

1. Meningkatnya Keselamatan lbu, Bayi, Anal< dar
Reproduksi
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Rujukan.

IKU Renstra
Perangkat
Daeral

IKU 2oxx
Angka Kematian Ibu Melahtkan Per 100.000
Kelaiiran Hidup

57

Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran
Hidup

3,2

Angka Kematia-n Balita (AKaBa) Per 1000
Kelahiran Hidup

3,6

Cakupan Pertolongan Persalinal oleh Tenaga
Kesehatar: yarrg memiliki Kompetensi
Kebidalan

100

Calupan Pelayanan Kesehalan BaF Belum
ada

IKU Lansia Belum
ada

IKU Gizi Belum
ad,a

IKU Kesehatarr Reproduksi Belum
ada

Informasi Lain
Tujuan,
Sasaran, IKU
yalg akarl
dilakukar
penilaian
Risilo

Tujuan Stategis :

Meningkatkan derajat kesehatan masyaialat
Sasa.ran Stiategis:
Meningkatnya Keselamatan lbu, Bayi, Anak dall
Reproduksi
IKU Strategis:
- Angka Kematial Ibu Melahirkar Per 1O0.OOO Kelaliran
Hidup
- Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1OO0 Kelalrtan Hidup"
Dst

Kepala Dinas Kesehatan
20xx
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6. Form 2.c, Contoh Penetapan Konteks Risiko Operasional kegiatar
Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah :

Pemerintah Kabupaten ABC
Tahun Penilaian :2OXX
Periode yarg dinilai : Periode RPJMD Tahlun 2Of,Y-2OXZ
Urusan Pemerintahan : Urusan wajib Pelayanan Dasa.r

Kesehata.r!
OPD yang Dinilai : Dinas Kesehatan

Bidang

Sumber Data Renja Dinas Kesehatan Tahun 20XX

Tujuan Strategis Meningkatlan derajat kesehatan masyarakat

Program Dinas
Kesehatan (Renja
2OXX) dan
Kegiatan Utama

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

Balita
4. Progam Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
5. Pro$am Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkaa

dan anak
Keluaran/Hasil
Kegiatan

1. Ja!flinan Persalinan (DAK NON
FISIK)

7.455 ibu hamil

2. Pertemuan ANC Terpadu 30 orang peserta
3. Sosialisasi pendampingal ibu

hamil Risiko tinggi dalam
penggunaan Buku KIA dan
Pasca salin dengan pelaya.nan
darah pada sektor eksterna-l

50 orang peserta

4. Pelatihan Manajemen Terpadu
Pelayanan Kesehatar Peduli
Remaja

20 orang peserta

5. Pelatihar penjariagan untuk
sekolah lanjutan I Kl

Informasi Lain
Kegiatan, dan
Indikator
keluaran yang
akan dilakukan
Penilaian Risiko

kogram Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkal
dai Anak

2oxx
Kepala Dinas Kesehatan

20 orang peserta
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7. Fonn 3.a. Contoh Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemerintah Daerah
Nama Perangkat Daerah
Tahun Penilaian
Periode yang dinilai
ljrusar Pemerintahan

: Pemerintah Kabupaten ABC
: Dinas Kesehatan
| 2OXX
: Periode RPJMD ("f afu)rl 2OXY -2OXZ)

: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kes€hatan

No

Tujuan / Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

Risiko Sebab

c/uc
Dampat

Uraian
Kode

Risiko
Pemilik Uraian Uraian

Pihak yang
Terkena

b d I g h ) k
Tujuan Stmtegis
Pemerintah Daerai
1:

Meningkatkan
derqiat kesehatan
masyarakat
Sasaran 3.2.2
Meningkatnya
kualitas
kesehatan
masyarakat

Usia
Harapan

Hidup

Penerapan Perilatu
Hidup Bersih Sehat

{PHBS) rendah

RSP.XX.O1.02
01

Kepala
Daerah

Belum
tersedianya
Sanitasi Total
Berbasis
Masyarakat
(sTBM)
(Tidak
termasuk
prio tas
anssaran)

lnternal C AnBka
kejadia!
Penyakit
Tidak Menular
(PIM) tinggi

Angka
kejadian
Penyakit
Menular tinggi

Angk"

Kepala Daerah

MasvaraI<at

Perargkat
Daerah
Terkait

Sumber



43

Nama Pemerintah Daerah
Nama Perangkat Daerah
Tahun Penilaiart
Periode yang dinilai
Urusan Pemerintahan

: Pemerintah Kabupaten ABC
: Dinas Kesehatan
:2OX)<
: Periode RPJMD (Tahun 2OXY-2OXZ)
: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No
Trrjuan/ Sasaran

Strategis
Indikator

Kinerja

Risiko

c/uc
Dampak

Uraian
Kode

Risiko
Pemilik Uraian Sumber Uraian

Pihak yang
Terkena

b d c h j k
sfunhng tinggi

Pelayanan kesehatan
belum memenuhi SPM
Bidang Kesehatan

RSP.XX.01.02
01

Kepala
Daerah

Sarana
prasarEma
belum
memadai
(Puskesmas
PONED tidak
tercedia,)
2. Jumlah
tenaga
kesehatan
belum
memadai
(Tenaga
labomtorium,
dokter, tenaga
kesehatan)
Pelayaflan
Obstetri
Neonatal

C Angka
Kematian Ibu
(AKI) tinggi

Ancka
Kematian Bayi
(AKB) tinssi

Angka
Kematian
Balita (Akaba)

Peningkatan
kasus gizi
buruk

Kasus ilu rran
Immunodef
cieflcA VinB

Sebab

f

Intemal
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Nama Pemerintah Daerah
Nama Perangkat Daerah
Tahun Penilaian
Periode yang dinilai
Urusan Pemerintahan

: Pemerintah Kabupaten ABC
: Dinas Kesehatan
:2Ofi.
: Periode RPJMD lTahui 2OXY-2OXZI
: Urusan wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No
Tujuan/ Sasamn

Strategis
Indikator

Kinerja

Risiko Sebab

c/uc
Dampak

Uraian
Kode

Risiko
Pemilik Uraian Sumber Ulaiai

Pihak yang
Terkena

d f e h i j k
Emergensi
Dasar

IHIVI
meningkat

Kasus
Tuberkulo-
sis (TB)

medngkat

ArrCka
kejadian
Penyakit
Tidak Menular
(PIM) tinggi
Angka
kejadian
Penyakit
Menular tinggi

Angka
stunting tilrggj

b
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Keterangan:
. Kolom a diisi dengan nomor urut;
. Kolom b diisi dengan tujuar strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/ Renstra;
. Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis;
. Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupatar Risiko;
. Kolom e diisi dengan Kode Risiko;
. Kolom f diisi dengan Pemilik Risiko, piha-k/unit yang bertanggung jawa/berkepentingan untuk mengelola Risiko;
. Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya Risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab Risiko, sebab Risiko bisa

dikategorikan ke dalam , Man, MoneA, Metlad, Machine, dan:. Mateial;
. Kolom h diisi dengan sumber Risiko (eksternal/internal);
. Kolom i diisi d,engar, Controllable (C), iika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab Risiko, atau Unu)ntrclkable

(UC) jika unit keia tidat mampu mengendalikan Risiko;
. Kotom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkar jika Risiko benar-benar terjadi; dan
. Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika Risiko benar-benar te{adi.



8. Form 3.b. Contoh Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daeral
Nama OPD
Tahun Penilaian
Periode yang dinilai
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

: Pemerintah Kabupaten ABC
: Dinas Kesehatan
.. 20xx
: Periode Renstra (Tahun 2OXY-2OXZ)

: Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat
: Urusan Wajib Pelayanarl Dasar Bidang Kesehatan

No
Tujuan / Sasarad

Strategis
Indikator Kinerja

Risiko Sebab c/
UC

Dampak

UIaian Kode Risiko Pemilik Umian Sumber Uraian
Pihak yang

terkena

a b d f h i J k
1 Tujuan :

Meningkatkan
Derajat
Kesehatan
Masyarakat
Sasaran
Stategis OPD:
Meningkatnya
Keselamatan
Ibu, Bayi, Anat
dan Reproduksi

l. Angka Hidup
Kematian lbu
Melahirkan per
l00.ooo Kelaldran

2. Angka kematian
bayi (AKB) per
1000 kelahiran
hidup

3. Angka Kematian
Balita (AKaBa) per
1 0O0 kelahiran
hidup

4. Cakupan

Penggunaan
layanan
Kesehatan
rendah
(p€rsalinan
tidak
dilakukan pada
faskes,
kunjungan ibu
hamil tidak
telatur)

RSO.XX.02.02
ol

Kurangnya
sosialisasi
Kesehatan
keterlibatan lintas
prcgam lintas

(posyandu, RT/ RW,
Lurah, Kecamatan,
OPD Terkait) rendah

Intemal C Ibu hamil
tidak
mengetahui
prosedur
pelayanan dan
tanda-tanda
ba}Iaya
kehamilan

Dinas
Kesehatan

Masvarakat

Kualitas
pelayanan APN

RSO.XX.02.02.
02

Kepala
Dinas

Kompetensi tenaga
Kesehatan tentang

Intemal C Kepuasan
masyarakat

Dinas
Kesehatan

Kepala
Dinas
Kesehatan
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Narna Pemerintah Daerah
Nama OPD
Tahun Penilaian
Periode yang dinilai
Tujuan Strategis
Urusar Pemerintahan

: Pemerintah Kabupaten ABC
: Dinas Kesehatan
: 2OXX
: Periode Renstra (Tahun 2OXY-2OXZ)
: Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat
: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No
Tujuan/ Sasgran

Strategis
Indikator Kinerja

Risiko Sebab c/
UC

Dampak

Uraian Kode Risiko Pemilik Uraian Sumber Uraian
Pihak yang

terkena
b d f h I k

pertolongan
persalinan oleh
tenaga Kesehatafl
yang memiliki
kompetensi
kebidanan

5. Cakupan
pelayanan
Kesehatan bayi

tidak sesuai
SPM Kesehatan

Kesehatan APN (bidan, dokter)
renda.L (tentang
SDIDTK MTBS, neo
natal esensial)

rendah
kualitas dan
efektifitas
pelayanan
rendah

Masyaratat

Sarana
pendukung
ANC kurang
memadai

RSO.XX.02.02
03

Kepala
Dinas
Xesehatan

- Alat peDdukuns
ANC ridak
dikalibrasi

- Regen dan a.lat
pendukung ANC
kurang

- Tenaga
laborutorium

Internal C Kualitas detl
efektilitas
pelay€nan
rendah
kepuasan
masyarakat
rendah

Dinas
Kesehatan

Masyara-kat

Mutasi tenaga
Kesehatan
terlatih

RSO.XX.02.02
04

Kepala
Dinas

Sistem kepegawaian lnternal UC Kualitas dan
efektifitas
pelayanan
rendah
kepuasan
masyaiakat
rendah

Dinas
Kesehatan

Masyarakat
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Keterangan:
. Kolom a diisi dengan nomor urut;
. Kolom b diisi dengan tujuar strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/ Renstra;
. Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan sfategis;
. Kolom d diisi dengan dengan uraian peristiwa yang merupakan Risiko;
. Kolom e diisi dengan Kode Risiko;
. Kolom f diisi dengan Pemilik Risiko, pihat/unit yang bertanggunglawab/berkepentingan untuk mengelola Risiko;
. Kolom g diisi dengal penyebab timbulnya Risiko. Untuk mempermudah identiflkasi sebab Risiko, sebab Risiko bisa

dikategorikan ke dafam : Man" MoneA, Metl@d, Machine dat Mateial;
. Kolom h diisi dengan sumber Risiko (eksternal/internal);
. Kolom i diisi dengan C, iika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab Risiko atau, atau UC jika unit kerja

tidak mampu mengendalikar Risiko;
. Kolom j diisi dengan uraian atibat yang ditimbulkan jika Risiko benar-benar terjadi; dan
. Kolom k disi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampal jika Risiko benar-benar terjadi.
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9. Form 3.c. Contoh Kertas Kefa Identifikasi Risiko Operasional

Nama Pemerintai Daemh
Nsma Perangkat Daerah
Tehun Pcnilaian
Periode yarlg dinilai
Tujuan Sbategis
Sasaran strategra
Urusan Pemerintahan

: Pemerintah Kabupaten ABC
: Dinas Kesehatan
: 2OXX
.2OKY-2OXZ
: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
: Meningkatkan derajat kesehatan masyaialat Urusan
: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No KeAiatan
lndikator
Keluaran

Risiko Sebabr) c/
UC

Darnpakri)

Tahap Uraian
Kode

Risiko
Pemilik Ulaian Sumber Uratun

Pihak yang
Terkena

b d f g h j k I

Jaminan
Persalinan

{DAK NON
FISIK)

Terbavsrken- Pertang-
gunEiawab-

Pertanggungiawab
an tidak tepat

ROO.XX.02
02.01

Kepala Berkaa dokumentasi
pasien terlambat
dilengkapi oleh
Puskesmas

Eksternal UC Pembayaran
tidak dapat
segera
direalisasi-
kan

Kepala
Daerah

usaha6n
Pengadministrasi
-an tidal tepat
waktu

ROO.XX.02
02.o2

Kepala
Puskesmas

Berkaa dokumentasi
pasien terlambat
dilengkapi oleh
Puskesmas

Eksternal UC Pembayaran
tidak dapat
seSera
direalisasiken

Kepala
Daerah

Pelaporan Laporan Realisasi
Keuangan
Triwulan: Kesulitan
mengumpulkan
administrasi ayarat
pencairan, yaitu

ROO.XX.O2
02.03

Kepala
Puskesmas

Puskesmas
menyampaikan kLaim
tidak lengkap

Ekstemal UC Dana DAI<

Triwulan
berikutnya
tidak
disalurkan
oleh

Kepala
Daerah
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Nana Pemerintah Daerah
Nama Perangkat Daeml
Tahun Penilaiian
Periode yang dinilai
Tujuan Stategis
Sasaran strategls
Urusan Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten ABC
Dinas Kesehatan
2oxx
20xy-20x2
Meningkatkan derqiat kesehatan masyaral<at
Meningkatkan derdat kesehatan masyaiakat Urusan
Uflrsan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No Kegiatan
Indikator
Keluaran

Risiko Sebab*) c/
UC

Dampak**)

Tahap Uraian
Kode
Risiko

Pemilik Uraian Sumber Uraian
Pihak yang

Terkena

b d f e h i j k I

kelengkapan klaim Kemenkeu

Pemantau-
an dan
evaluasi

Kegagalan
mengidentilikasi
permasalahan

ROO.XX.02
02.o4

Kepala
Puskesmas

Evaluasi dilakukan
terbatas pada output
(jumlah bumil miskin
yang belum
mempunyar jaminan
kesehatan lainnya
terlayani

Intemal C Anggamn
Jamp€rsal
tidak
terserap 1OO7o

Puskesmas

Pemberian
Layanan

Terlaksana-
nva
Kegiatan

Data Ibu hamil
miskin yang belum
memiliki jaminan
kesehatan lainnya
dari kecamatan
dan kelurahan
belum ada
Perhitungan
kebutuhan dana
tidal tepat

ROO.XX.02
02.o5

Kepala
Dinas
Kesehatan

Kepala

Kurangnya koordinasi
dengan Dinas Sosial

Intemal C Perencanaan
kurang tepat

Kepala
Daemh

Masyarakat

Perhitungan
kebutuhan dana
tidak tepat

ROO.XX.02
02.06

Kepala
Dinas
Kesehatan

Tidak ada database lnternal C Terhambatnya
pelayanan

Kepala
Daemi
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Nama Pemerintah Daerai
Nama Perangkat Daeral
Tahun Penilaian
Periode yang dinilai
Tujuan Stmtegis
Sasaran stategis
Urusan Pemerintahan

Pemerintai Kabupaten ABC
Dinas Kesehatan
2oxx
20r'v-20x2
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Urusan
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kes€hatan

Kegiatan
Indikator
Keluaian

Risiko Sebab*) cl
UC

Dampal<**)

Tahap UIaian
Kode
Risiko

Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yarrg
Terkena

b d f h j k I

Kepala
Puskesmas

Puskesmas

Pelaksana Adanya pasien
yang masih
dikenakan biaya
oleh Puskesmas/
Bid.an ldouble
clainl

ROO.XX.02
02.o7

Kepala
Puskesmas

Tidak ada database Intemal C Rendahnya
kepuasan
masyafakat

Pelaksana Proses cross check
data dengan BPJS
dan Jamkesda
vanc
membutuhkan
waktu lana

ROO.)O(.02
02.08

Kepala
Dinas
Kesehatan

Kepala
Puskesmas

Kurangnya koordinasi Internal C Terhambatnya
pelayanan

Kepala
Daera1l

Masyarakat

No



Keterangan:
. Kolom a diisi dengan nomor urut;
' Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatal, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD;
. Kolom c diisi dengan indikator kine{a tujuan/sasaran kegiatan;
. Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan;
. Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan Risiko;
. Kolom f diisi dengan Kode Risiko;

' Kolom g diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola Risiko;
' Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya Risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab Risiko, sebab Risiko bisa

dikategorika.rr ke dalam I Man, MoneA, Metlwd. Mochine , dan Mateial;
. Kolom i diisi dengan sumber Risiko (eksternal/intemal);
' Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab Risiko, atau UC jika unit kerja tidak

mampu mengendalikal penyebab Risiko;
. Kolom k diisi dengal uraial akibat yang ditimbulkan jika Risiko benar-benar tedadi; dan
' Kolom I diisi dengan pihak/unit yang menderita/ terkena dampak jika Risiko benar benar terjadi.



10. Form 4. Contoh Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko

Nama Pemerintah Daerah
Tahun Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

Pemerintah lGbupaten ABC
2oxx
Meningkatkan derajat kesehatsn masyarakat
Urusan Wajib Pelayana.n Dasal: Bidang Kesehatan

Anslisis Risiko
No "Risiko' yang

Teridentifikasi Skafa
Dampal *)

Skala
Kemungkinan *)

kode Risiko

b d f
I Risiko Strategis
1 Penerapan Perilaku Hidup

Bersih Sehat (PHBS) rendal
RSP.XX.
01.o1.01

3 3 14

2 Pelayanan kesehatan belum
memenuhi Standar
Pelayanan Minimat (SPM)
Bidang Kesehatan

RSP.XX.
o1.01.02

4 19

II Risiko Strategis PeEngkat Daerah 1: Dinas Kesehatan
Penggunaan layanan
kesehatan rendah
(Percalinan tidak dilakukan
pada faskes, kunjungan ibu
hamil tidak teratur)

RSO,XX,
01.05.02

3 t7

2 Kualitas pelayanan Asuhan
Persalinan Normal (APN)

tidal< sesuai SPM Kesehatan

RSO.XX.
01.05.03

41 19

3 Sarana pendukung
Antenatal Care (ANC)
kurang memadai

RSO.XX.
01.05.04

2I 13

4 Mutasi tenaga kesehatan
terlatih

RSO.XX.
01. 05.05

1 3 17

III Risiko Operasional Perangkat Daeral 1: Dinas Kesehatan
1 Data lbu Hamil miskin

yang belum memiliki
jaminan kesehatan lainnya
dari kecamatan dan
keluralan belum ada

ROO.XX.
01.05.02

19

2 Perhitungenkebutuhan
dana tidal tepat

ROO.XX.
01.05.03

722

3 Proses cross check data
dengan BPJS dan
Jamkesda yang
membutuhkan waktu liama

ROO.XX.
01.05.04

23 10

4 Adanya pasien yang masih
dikenakan biaya oleh
RS/Bidan (dozble ciaim)

ROO.XX.
o1.05.09

5I3

5 Pertanggungiawaban tidal
tepat waktu

ROO.XX.
01.05.10

3

6 Pengadministmtian tidat
tepat waltu

ROO.XX.
01.05.11

24 13

247 Laporan Realisasi
Keuangan Tri\rulan:
Kesulitan mengumpulkan
administrcsi syarat
pencairan, yaitu

ROO.XX.
01.05.12

i3
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Skala Risiko

17
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Nama Pemerintah Daerah
Tahun Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten ABC
2oxx
Medngkatkan derajat kesehatan masyataket
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No.

b d f
kelengkapan klaim, berupa
dokumentasi

8 Kegagalan mengidentjikasi
Permasalahan

ROO.XX.
01.05.13

34 t7

Keterangan:
. Kolom a diisi dengan nomor urut;
. Kolom b diisi dngan zusiko yang teridentifikasi sesuai iorm 3.a,

3.b, dan 3.c;
. Kolom c diisi dengan kode Risiko sesuai 3.d;
. Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan

rataa-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi;
. Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan

perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang
diberikan peserta diskusi; dan

. Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan
skala kemungkinan.

;Hj::,,ffil KodeRisikoffi
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11, Form 5. Contoh Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemerintah Daerai
Tahun Penilaian
Tujuan Strategis
Pemerintahan Urlrsan wajib Pelayanan Dasa.r Bidang Kesehatan

Pemerintah Kabupaten AIIC
2oxx
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Urlrsan

Kode
Risiko

Skala
Risiko

Pemilik
Risiko

Penyebab DaInpal(

fb d

I Risiko Stmtegis
Pelayanan kesehatan
belum memenuhi SPM

Bidang Kesehatan

RSP.XX.
o 1.01.02

Kepala
Daerah

9 Sarana
prasarana
belum
memadai
(Puskesmas
(PONED) tidak
tersedia)

AKI tinggi

AKB tinggi

Akaba

Jumlah tenaga
kesehatan
belum
memadai

{Tenaga
laboratorium)

Peningkatan
kasue gizi
buruk

Kasus HIV
meningkat

Kasus TB
meningkat

Angka
$&nriag tinggi

Angka
kejadian
Penyalit
Tidak Menu-
hr (PrM)
tinggi

Angka
kejadian
Penyakit
Menular tinggi

1l Risiko Strategis Perangkat Daerah 1

Sarana pendukung ANC
kurang memadai

RSO.XX.
01.05.03

Kepala
Dinas

Alat
pendukung
ANC tidak
dikalibrasi

Kua.litas
pelayanan
ANC tidak
sesuai SPM
kesehatan

Regen dan alat
pendukung
ANC kurang

16

Tenaga
laboratorium di
Puskesmas
kumng

No Fisiko Horitas
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Name Pemerintah Daerah
Tahun Penilaiat
Tujuan St!'ategis
PeInerintalran

Pemerintsh Kebupatcn ABC
20xx
Meningkatkan derajat kes€hatan maayarakat Urusan
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No Risiko Prioritas Kode
Risiko

Skala
Risiko

Pemilik
Risiko

Darnpak

b d f
III Risiko Operasional kegiatan Perangkat Daerah 1: Dinas Kesehatan

Data Ibu hamil miskin
yang belum memiliki
jaminan kesehatan
leinnya dari kecamatan
dan kelurahan belum ada

16 Kepala
Bidang

Kurangnya
koordinasi
dengan Dinas
Sosial

ROO.XX.
01.05.05

Perencanaan
kurang tepat

Keterangan:
. Kolom a diisi dengan nomor urut;
. Kolom b diisi dengan Risiko prioritas;
. Kolom c diisi dengar kode Risiko;
. Kolom d diisi dengan skala Risiko;
. Kolom e diisi dengan pemilik tusiko;
. Kolom fdiisi dengan penyebab; dan
. Kolom g diisi dengan dampak.
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12. Fom6. Contoh Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang
Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP atas KelemaLan Lingkungaa
Pengendalian (RTP dan CEEJ

Nama Pemerintah Daemh
Tahun Penilaian

Pemerintah Kabupaten ABC
2oxx

No

Kondisi
Linakungan

Pengenda.lian yang
Kurang Memadai

Rencana Tindak
Pengendalian
Lingkungan

Pengendalian

Penanggung
jawab

Target Waktu
Penyelesaian

Realisasi
Penyelesaian

b fd

Banyak terjadi
pencopotan/ muta
si pejabat daergi
karena tersangkut
kasus hukum

Analisis/ kajian
kelemahan
pengendalian
kepatuhan hukum

lnspektorat
Dae.ah

Triwulan lI
20xx

Triwulan II
2oxx

II Komitmen Terhadap Kompetensi
1 Pegawai belum

ditempatkan
sesuai dengan
kompetensi dan
pengalaman

Penyusunan peta
kompetensi dan
perbaikan SOP
penempatan
Pegawai

BKPSDM Triwulan II
2oxx

Triwulan II
2oxx

2 Kualifikasi dan Relautmen dokter
kompetensi Dolfter dan tenaga
serta tenaga keaehatan
kesehatan di
Puskesmas belum
memenuhi
kebutuhan akan
pemberian
pelayanan
kesehatan

Dinas
Kesehatan

T wulan II
20xx

Triwulan II
2oxx

III Kepemimpinan yang Kondusif
1 Pimpinan belum Penyusunan

menetapkan kebijakan
kebijakan pengelolaan
Pengelolaan Risiko Risiko

Sekretaris
Daerah

Triwulan II
2oxx

Trirrnlan II
2oxx

2 Rencana stmtegis PenilaianRisiko Sekretaris
rencanastrategis Daerah
dan rencana kerja

Trirrulan II
2oxx

Triwulan II
2oxxdan rencana kerja

Pemerinta})
Daerai belum
menyajikan
informasi
mengenai Risiko

3 Pelayanan pasien Evaluasi pemberian Inspelrtomt
BPJS di Kabupaten layanan dan Daerai
ABC belum optimal kepatuhan regulasi
dan terdapat
regulasi Dinas
Kesehatan
Kabupaten ABC
tidak berjalan
sebagaimana
mestinya yaitu

Triu'ulan lI
2oxx

Tri&.ulan Il
2oxx

I Penegalan Integritas dan Nilai Etika
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Nama Pemerintah Daerah
Talun Penilaian

Pemerintah Kabupaten ABC
2oxx

Kondisi
Lingkungan

PeEgendalian yang
Kurang Memadai

Rencana Tindak
Pengendalian
Lingkungan

Pergendalian

PenanBgung
ja*'ab

Realisasi
Penyelesaian

Target Wa.ku
Penyelesaian

b d f
ketentuan menge-
nai p.aktik dokter

Menyusu[an dan Penempan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM

1 Pemerintah Daerah Sosralisasi budaya
belum Risiko pada setiap
mengintemalisasi mpatbulanan
budaya sadar
Risiko

Setiap bulan Setiap bulan

2 Belum terdapat
peIl]beial] reuard
dan/atau
punishment atas
Pengelolaan Risiko

Kajian rancangan
pelJrbeialr reuard

pni.shment atas
Pengelolaan
Risiko

BKPSDM Triwulan u
20xx

Triwulan II
20xx

3 Evaluasi kinerja Kajian rancangan
pegawai belum perhitungan hasil
dipertimbangkan kinerjaterhadap
d€lam perhitungan penghasilan
penghasilan

Triwulan II
2oxx

Triwulan II
20xx

BKPSDM

4 Anggaran
pengembangan
SDM belum

Kebijakan efisiensi
pengSunaan
anggaran

Triwulan II
20xx

Triwulan II
2oxx

BKPSDM

5 Pemerinta}r
Kabupaten Tana
Tor4a belum
memiliki strategi
dalam
pemenuhan dan
pendistribusian
SDM kesehatan di
Puskesmas
Kabupaten ABC

Penyusunan
strategi
pemenuhan dan
pendistribusian
SDM kesehatan
(Rekomendasi
BPK}

Dinas
Kesehatan

Triwulan II
2oxx

Triwulan II
2oxx

6 Pemenuhan tenaga Perbaikan sistem
kesehatan di Pemenuhan
Puskesmas belum Tenaga kesehatan
memperhatikan diPuskesmas
tingkat kebutuhan
dalam pemberian

Tri\,t.ulan II
2oxx

Tri$ulan II
2oxx

V Pemrjudan Peran APIP yang Efektif
Inspektorat
Daerah belum
melakukan audit
kinerja atas
penyelenggaraan
urusan kesehatan
dalam tingkat
StIategis

Perbaikan

Prosedur
penSawasErn

kineda dan
penyusunan PKPI
Inspektorat
Daeral

Inspektomt Triwulan II
2oxx

Triwulan II
2oxx

No

Sekretaris
Daera}I
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Keterangan:
. Xolom a diisi dengan nomor urut;
. Kolom b diisi dengan kondisi Lingkungan Pengendalian yang

kurang memadai;
. Kolom c diisi dengan perbaikal yang akan dilakukan;
. Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk

menyelenggarakan Kegiatan Pengendalian;
. Kolom e diisi dengal target waktu penyelesaian RTP; dan
. Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP.
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13. Form 7 . Contoh Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan (RTP atas hasil ldentihkasi Risiko)

Nama Pemerintah Dae
Tahun Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

: Pemerintah Kabupaten ABC
:2OX]{
: Meningkatkan derajat kesehatan masyaral<at
: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidarg Kesehatan

No Risiko Prioritas
Kode
Risiko

Uraian
Pcntcndalian yang

Sudeh Ada ')
Celah Pengendalian

Rencana Tindak
Pengendalian

PcmiUk/
Pcnanggung Jawab

Target Waldu
Pcnyclesalan

b d f e h
I Risiko Strategis

Pelayanan kesehatan belum memenuhi
SPM Bidang Kesehatan

RSP.XX.
01.o1.02

SOP Pertolongan
Persalinan

Prosedur pengendalian
tidal dapat

dilakanakan

Rekrutmen tenaga
honorer kesehatan

Kepala Daerah Triwulan lV 20XX

II Risiko Strategis Dinas (esehatan

Sarana pendukung ANC kumng
memadai

RSO.XX.
o1.05.03

SOP Kalibrasi Alat Prcsedur pengendalian
tFlum dilaks6nskan implementasi

SOP Kalibrasi Atat

Kepala Dinas
Kesehatan

Triwulan II 20XX

Standar Pelayahsn
Puskemas

(Permenkes Nomor
6 Tahun 2024)

Prosedur pengendalian
belum dilaksanalan

Evaluasi atas
Implementasi

Standar
Pelayaran Puskemas

Kepala Dinaa
KeBehatan

Triwulan II 2OXX

III Risiko Operasional Dinas Kesehatan
Data ibu hamil miskin yang belum
mcmiliki jaminan kesehatan Iiainnya
dari kecamaten dan keluBhan belum
ada

ROO.XX.
01.05.02

Juknis
Penggunaan DAK

Non Fisik

Prosedur pengendalian
belum dilaksanal€n

Evaluasi atas
implementasi

KepaIa
Pu skesmas/ Kepala
Dinas Kesehatan

Triwulan II 2OXX
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Keterangan :

. Kolom a diisi dengan nomor urut;

. Kolom b diisi dengan Risiko prioritas;

. Kolom c diisi dengan kode Risiko;

. Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/terpasang. Agar diungkap tidak hanya
narna SOP-nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

. Kolom e diisi dengal alasan tidak efektif:
1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukal, nalnun belum mampu menangani Risiko yang

teridentihkasi;
2) Prosedur pengendalian betum/tidak dapat dilaksanakan;
3) Kebijakan belum diikuti dengal prosedur baku yangjelas;
4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya

. Kolom f diisi dengal pengendalian yang masih dibutuhkan.

. Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan Kegiatan Pengendalian; dan

. Kolom h diisi dengan ta-rget waktu penyelesaian RTP.
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14. Fom 8. Contoh Rencana dan Realisasi atas Pengomunikasial atas Kegiatan Pengendalian yang Dibangun

Keterangan:
. Kolom a diisi dengan nomor urut;
. Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan;
r Kolom c diisi dengal Media/Bentuk Sarana Pengomunikasian;
. Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi;
. Kolom e diisi dengan Penerima lnformasi;
. Kolom f diisi dengan Rencana Waktu PeLaksanaan;
. Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaal; dan
. Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan.

Narna Pemerintah D6eBh
Talun Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten ABC
2oxx
Meningkatkan demjat masya.rakat
Urusan W Dasar kesehatan Bidang Kesehatan

Keterargan
Realisasi
Waktu

Pelaksanaan
No

Xegiatan Peflgendalian
yang Dibutubl{en

Media/Bentuk Sarana
Pengomunikasian

Penyedia
Informasi Informasi Pelaksanaan

hfb d
Telah dilal<sanakan
ditindaklanjuti
Dokumentasi beruPa notulen

danFebruari
20)o(

1 Dinas
Kesehatan
BKPSDM

Triwulan I
2oxx

Rekrutmen tenaga
honorer kesehatan

Rapat Sekreta.ris
Daerah / Bapp€da

Telah dilaksanalan dan
ditindaklonjuti
Dokumentasi beruPa notulen

Februari
2oxx

2 Evaluasi atas
implementasi SOP Alat
I(alibrasi

Rapat/Surat Edaran Dinas Kesehatan Staf Dinas kesehatan
terkait

Triwulan I
2oxx

Telah dilalsanal€n dan
ditindaklanjuti
Dokumentasi berupa notulen

Triwulan I
2oxx

Februari
2oxx

3 Evaluasi atas
implementasi Standar
Pelayanao Puakemas

Rapat/ Surat Edaran Dinas Kesehat€n StaJ Dinas kesehatan
terkait

Telah clilaksanakan
ditindaklanjuti
Dokumentasi berupa notulen

danFebruari
2oxx

Triwulan I
2oxx

4 Evaluasi atas
unplementasi

Rapat/ Surat Edaran Dinas Kesehatan Staf Dinas kesehatan
terkart



-63-

15 Form 9. Contoh Rencana dan Realisasi atas Pengomunikasian atas Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Keterangan:
. Kolom a diisi dengan nomor urut;
. Kolom b diisi dengan Kegiatan Peugendalian yang dibutuhlan:
. Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang diperlukan;
. Kolom d diisi dengan Penarlggung Jawab Pcmantauan;
. Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan;
. Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan; darr
. Kolom g diisi dengan Keterangan tambaha!, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauatr, pelaksanaan pematrtauan,

pendokumentasian, pendistribusial, dan keterangan lainnya.

Nama Pcmerintah Daerah
Tahun Penilaian
Tujuan Strat€gis
Unrsan PerncrintalEn

i Pcmerintah Kabupaten ABC
: 20lO(
: Meningkatkan derqiat kesehatan masyarakat
Urusan Waiib Pclayanan Dasar Bidang Kesehatan

No
Kcgiatan Pcngendalisn yang

Dibutuhkan

Bentuk/Mctodc
Pehanteuan yang

Dipcrlukan

Pcnanggung Jawab
Pcmantauan

Rencsna Waldu
Pelaksanaan
Pemantauan

Realisasi waldu
Pelaksanaan Keteran8an

b d f s,

l Rekrutmen tenaga honorer
kesehatan

Konfirmasi peIsialran dan
laporan pelalsanaan
kegiatan

Kepala Dinaa
Kesehatan

Oktober.
November,

Desember 2oXX

Oktober.
November,

Desember 2oxx

RTP telah
dilaksenakan,

didokumentasikan, dan
didistribusikan

2 Er€luasi atas
iErplemcntasi SOP Alat
KalibraBi

Konfirmasi pclaftsanean
Laporan pclsl(sanaan
keSiatan

Kepala Dinas
Kesehatan

Semester I Juni 2oXX PeDantauan telah
dilaksanakan,

didokumentasikan, dan
didiotribuBikan

3 Evaluasi atas implementaai
Stondar Pelayanan Puskemas

Konlirmasi pelaksanaan
LaporaD pelaksanaan
keAiatan

Kepala Dinas
Kesehatan

Semester I Juni 20XX Pcmantauan telah
dilakeanakan,

didokuaentasikan, dan
didistribusikan

1 Evaluasi atas implementasi Konfirmasi pelaksanaarr
Lsporon palaLsanaan
kegiatan

Kepela Dinas
Kcaehatan

Semester I .hrni 2OXX Pemantauan telah
dilaksarakan,

didokumeotasiken, den
d idistribu sikan



-64-

L6. Fotm 10- Contoh Pencatatan Kejadian Risiko (Risk Dvenq dan Pelaksanaan trIP

Nama Pemerintah Daerah
Tahun Penilaian
T\rjuan StrateEis
Uruss.n Pemerrntahan

Pemerintah KabupateD ABC
2oxx
Meningkatkan derajat Kesehatan Maayarakat
Urusan Waiib Pelayanan Dasar BidaIE Kesehatan

No 'Risiko yanS t€ridentifi kasi Kode Risiko
Kejadian Risiko

Ketera.ngs]I KIP
RIP RTP

Tangaal
teriadi Sebab Dampak

I Rlatlo At!.te8tt
P.EGrlntat Dacrah

1 Pelayaran Kcschatan
belum m€mcnuhi SPM
Bidang K€schatan

RSP.XX.Ol.0l
ot2 20xx

memadai (Ienaga
laboratoriumdokt€r,
tenam Kesehatan)

Bayi
Diisi Oktober

20xx
Telah dilakanakan,
efektilitas RrP
b€lum dapat diukur

Masalah/Risiko baru

TI Rj3llo At..tcd. Drnr.
Kc.Ghrtu

I Sarana pendukuna ANC RSO.)O(.01.05.03 Tidak
Terjadi

Tidak
Terjadi

Tidak
Terjadi

SOP

Maret 2O)O( T.lah dilaksanakEn
da. ditindaldanjuti

Evaluasi atas

implementasi
Standar

Mei 20XX Telah dilakenakan
dan dirindaklanjuti

Maelah/Risiko baru

UI Rt ito op6rr.lon.l Dhr.
Xaachrt n

l Data ibu hamil miskin
yans b€lum memiliki
jaminan K€€hatan lainnya
dari kecamatan da.

ROO.XX.Ot.05.02 Tidak
Terjadi

Tjdak Terjadi Tidak
Terjadi

Tidal<
rerjadj

Triwulan II April 20xx Telah dilakoanakan
dan ditjndaklaaiuti



Nama Pemerintai Daerah
Tahun Penilaian
Tujuan Strategis
Urusan Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten ABC
2oxx
Meningkatkan demjat Kesehatan Masyarakat
Urus€n Waiib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No "Risiko yang terid€ntifi kasi Kode Risiko
Keiadian Risiko

KTP
RIP

Realisasi
Tanegal
tedadi Dampak

kelurahan belum ada
2 Masalah/Risiko Baru
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LB NA TORAJA, 
\

RAK TOMBEG

Xeterangan :

. Kolom a diisi dengan nomor urut;. Kolom b diisi dengan Risiko yang teridentilikasi;. Kolom c diisi dengan kode Risiko;. Kolom d diisi dengan tanggal tedadinya Risiko pada tahun berjalan;

. I(olom e diisi dengan penyebab p€ristiwa Risiko saat terjadi pada tahun berjalan;. Kolom f diisi dengan dampat p€ristiwa Risiko pada talun berjalal; dart

. I(olom I diisi dengan keterangan tambaha.n.

I
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR *I TAHUN .,. .o'5
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
LINCKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

KODE zuSIKO

DI

Tingkat
Risiko

Tahun
Pcla}s€naan

Penilaian Rfuiko

J€nis
Risiko

Jenis
Urusan

Pemerintah
Daerah

Nomor
Urut di

Pemerintah
Daerah

Kode

RSP xx 01 01 01 RSP.XX.O1.01.01

RSO xx 02 05 01 RSO.XX.02.05.01

ROO xx 03 25 01 ROO.XX.03.25.01

Ketemngan:
Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf s€bagai berikut:
. RSP = Risiko Strategis Pemerintah Daemh
. RSO = Risiko Strategis Perangkat Daerah
. ROO = Risiko Operasional kegiatan Perangkat Daerah
. Xl{ = Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko

Misal : 24 adalah Tahun 2024, 25 adalah Tslun 2025

Jenis Risiko menggambarksn Urusan Pemerintah Daeral. terdiri dari 2 angka
sebagai berikut:
01 Pendidikan

02

03

04

05

06

07

08

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perlrmahan Rakyat dan KawasBn
Permukiman
Ketenteramen, ketertiban umum, dan
pelindungan, masya.rakat

Tenega Kerja

Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anek
Pangan

Pertsna}larl

LinSkungan Hidup
Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Pemberdayaan Masyaralat dan Desa

18

19

20

Koperasi, Usaha Kecil, dan
Menengah
Penanarnan Modal

Xep€mudaan dan Olahraga

Statistik

17

2l Persandian

22

24

Kebudat aan

Perpustakaan

Keersipan

09

t0
l1
t2

25 Perikanqn

26 Pariwisata

27 Pertanian

28 Kehutanan

29 Energi dan Sumber Daya
Mineral

30 Perdagangan

13

t4

15

t6
31 Perindustrian

Transmigmsi

Pengendalian Penduduk den Xeluarga
Berencana
Perhubungan
Komunikasi dan lnformatrka
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33

34

35

37

38

40
41

42

43

99

Perencanaan

Keuangan

Kepegawaian

Pendidiksn dan Pelatihan

Penelitran dan Pengembangan

Penghubung

Perangkat Daersh yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

01 Pemerintah Daerah 16 Dinas Pemberdayaan Masyaiakat
dan l,embang

02 Sekretar:iat Daerah 17 Dinas Perhubungan

03 Sekretaiiat Dewan Perwakilan Rakyat 18 Dinas Komunikasi, Informatika dan

Daerah Pesalrdian

04 Inspektomt Daerah 19 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perdagangan dan
Perinduatnan

05 Dinas Pendidikan 20 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

06 Dinas Kesehatan 21 Dinas Pari{'isata, Kepemudaan dan
Ols}lraga

07 Dinas Peketjaan Umum dan Tata Ruang 22 Dinas Perpustakaan dan Arsip
Drerah

08 Dinas Perumahrn Rakyat dan Kawasan 23 Badan Perencanaan Pembangunan,

Permukiman Penelitian, dan Pengembangan
Daera}!

09 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam 24 Badan Pengelolaan Keusngan dan

Kebak€ran dan Penyelamatan Pendapatan Daerah

1o Dinas Sosial 25 Badan Kepe8awaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

l1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigmsi 26 Badan Penenggulangan Bencana
Daerah

12 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 27 Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Politik
Penduduk dsn Keluarga Berencana

13 Dinas Pertanian, Ketahsnan Pangan dan 28 RSUD l,akipadada
Penkanan

14 Dinas Lingkungan Hidup 99 l.airnya
15 Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Pengawasan

Kesatuan Bangsa daII Pottrk

Sekretariat Daerah

Selcetariat DPRD

Kecamatan

Lainnya

t
\

UPATI TANA TORAJA,

RAK TOMBEG
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DI

FORMULIR LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

Form 11, Contoh Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Pemerintah
Daerah Kabupaten ABC

I. Pendahuluan
A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penlrusunal Laporan
Pengelolaan Risiko serta garnbarar umum kebijakan
Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

B. Dasar Hukum
Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik
yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun
peraturan daerah yang menjadi dasar Pengelolaan Risiko
Pemerintah Daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke
pelaporan Pengelolaan Risiko.

C. Maksud dan Ttrjuan
Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya
Pengelolaan Risiko di Pemerintah Daerah.

D. Ruang Lingkup
Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yarrg menjadi batasan
konsep dan konteks Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

IL Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan
A. Kondisi Lingkungan Pengendalian saat lni

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi,
yang selarjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan
Pengendalian Urusan Wajib/Pilihan pada Pemerintah Daerah.

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian
Bagian ini berisi strategi yaIrg akan dilakukan guna
memperbaiki Lingkungan Pengendalian yang mendukung
penciptaan budaya Pengelolaan Risiko di Pemerintah Daerah.

III. Penilaian Risiko dal Rencana Tindak Pengendalian
A. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis
Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat memilih
beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan
urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah
atau pertimbangan profesional lainnya.
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B. Hasil Identifikasi Risiko
Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-
atribut Risiko (uraian Risiko, pemilik Risiko, penyebab Risiko,

sumber Risiko, sifat penyebab Risiko apakah dapat
dikendalikan {controtlablel atau tidak dapat dikendalikan

luncontrollable| oleh pemilik Risiko, dampak Risiko, serta
penerima dampal< Risiko).

C. Hasil Analisis Risiko
Bagian ini berisi skala Risiko, matriks Risiko, Hasil Analisis
Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil
dari analisis dampak dan kemungkinan dari Risiko yang

sudah diidentifikasi.
D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang
sudah ada di Pemerintah Daerah yang terkait dengan Risiko
yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil
analisis Risiko.

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan
Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih
dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing masing Risiko
prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah
pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh
Pemerintah Daerah.

IV. Rancangan Informasi dan Komunikasi
Bagian ini berisi ra.ncangar informasi dan komunikasi yang
dibutuhkan agar pihak-pihat yang terlibat dalam pengendalian
mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai
yang diinginkan.

V. RancanganPemantauan
Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan
untuk memastikan bahwa Risiko dapat dipantau keteladiannya
dan pengendalian yang telah dirarcarg dilaksanakan dan berjalan
efektif.

VI. Penutup
Bagian ini berisi simpulan rancanga-n penerapan Pengelolaan
Risiko Unit Pemilik Risiko.

Lampirarr
(Kertas kerja tahapan Identifikasi Risiko, Penilaian Risiko, hingga RTP
serta Pengomunikasian dan Pemantauannya).
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Fom 12. Contoh l,aporan Triwulana-n llllllll/lV Pengelolaan Risiko
Pemerintah Kabupaten ABC

Pendahuluan
A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penlusunan Laporan
Pengelolaan Risiko serta gambaran umum kebijalan
Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah,

B. Dasar Hukum
Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik
yang berasal dari pemerintah pusat, instarsi terkait ataupun
peraturan daerah yang menjadi dasar Pengelolaan Risiko
Pemerintz]r Daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke
pelaporan Pengelolaan Risiko.

C. Maksud dalt Tujuan
Bagian ini berisi maksud dan tujual dilakukannya
Pengelolaan Risiko di Pemerintah Daerah.

D. Ruang Lingkup
Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan
konsep dan konteks Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah
Daerah

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
Triwulanan I/lllllllIV
Bagian ini berisi kegiatan-kegiatar pengendalian terhadap
Risiko yang direncanakan pada periode triwulanan tersebut.
Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran Risiko dan RTP dari
periode triwulanan sebelumnya.

B. Realisasi Kegiatan Pengelotaan Risiko Pemerintah Daerah
Triwulanan I lIl /l.ll/lV
Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap
Risiko yang dilaksanakan pada periode triwulanan tersebut dan
juga uraian mengenai gap yang tedadi antara rencana kegiatan
Pengelolaan Risiko dengan realisasinya.

IIL Hambatan Pelal<sanaan Kegiatan
Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala
atau hambatan dalam pelaksanaan Kegiatan Pengendalian atau
hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap ar,tata rencana dai
realisasi kegiatan Pengelolaar Risiko Pemerintah Daerah.

IV. Pemantauan Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian
Bagian ini berisi hasit pemantauan atas pengomunikasian Risiko
dan RTP, ketedadian Risiko, pelaksanaan FIIP dan kegiatan
pemantauan RTP pada triwulanan tersebut dan dari hasil
pemantauan ini juga dianatisis apabila diperlukan pemutakhiran
fusiko dan RTP untuk periode triwulanan berikutnya.
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V. Penutup
Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan

Pengelolaan Risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan

dilakukan sebagai tindak lanjut dari pemantauarl Pengelolaan

Risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan

Pengelolaan Risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja
Pemerintah Daerah.

l,ampiran-lampiran
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FomL 1.3. Contoh Laporan Triwulanan llllllllllY Komite Pengelolaan
Risiko Pemerintah Kabupaten ABC

B

D

Rencana dan Realisasi Kegiatan
Bagian ini berisi uraian rencala dan realisasi Pengelolaan Risiko
terutama tentang Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan dan
RTP oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada
Unit Kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan
terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi
sosialisasi, bimbingar, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko
di lingkungan Pemerintah Daerah.
Hambatan Pelaksanaan Kegiatar
Bagian ini berisi analisis terhadap gap rer,car,a dan realisasi
Pengelolaan Risiko oleh Pemerintah Daerah dan ha1-hal yang
menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada Unit
Kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang teqadi dalam
kegiatan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah
Daerah.
Hasil Pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
dan RTP oleh UPR
Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap
Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah kepada UPR. Selain itu
juga dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu
instansi pemerintah dalam melaksanalan langkah demi langkah
proses penilaian Risiko ataupun pemutakhiran Risiko dan RTP
sesuai hasil pemantauan berkala oleh UPR dan pemantauan
berkala oleh Unit Kepatuhan.
Rekomendasi/ Feedback bagi UPR
Bagian ini berisi rekomendasi, saran, atalJplun feed.back atas
kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta
rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan
pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
kepada UPR.

Lampiran-lampiran

C
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Form 14. Contoh Laporan Triwulanan l/ll/lllllV Unit Kepatuhan
Risiko Pemerintah Kabupaten ABC

B

D

Rencana dan Realisasi Kegiatan
Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi Pengelolaan Risiko
terutama tentang Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan
dan RTP oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh UPR

kepada Unit Kepatuhan.
Hamba tarr Pelaksanaan Kegiatan
Bagian ini berisi analisis terhadap gqp rer.car.a dan realisasi
Pengelolaan Risiko oleh Pemerintah Daerah dan hal-hal yang
menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada Unit
Kepatuhan.
Pemantauan terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR.
Bagial ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas
pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang
telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikar
bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan
berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap Kegiatan
Pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang
diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaar
pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya
yang terjadi dalam pemantauan Kegiatan Pengendalian.
Rekomendasi/ Feedback bagi UPR
Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ata.uplur, Jeedback alas
kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta
rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemartauan
Kegiatan Pengendalian yang dilakukan Unit Kepatuhan kepada
UPR.

Lampiran-lampiran
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